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BAB n 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritik 

1. Konsep dan teori kebijakao pDblik 

Menurot Dye (Sll!ItOsa, 2008:27), kebijaltan publik adalah pilihan pemerintah untuk 

bertindak atau tidak: bertindak. DaJam upaya mencapai tujuan Negaia, pemerintah perlu 

mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apapun meropabn suatu kebijakan publik 

brena merupabn upaya pencapaian tujuan dan pilihan meJakukan sesuatu terhadap 

masyarakat. 

Senada dengan pandangan Dye, EdwaJds dan Sharlcansky (Koryati, dkk., 2005:8) 

kebijakan diartikan sebagai apapun yang dilcatakan dan apa yang dilakukan olau apa 

yang tidak dilakukan oleh pemerintah. yang ditetapkan secara jelas dalam penrturan 

perundang-undangan dengan berbagai program dan .indaltan yang dilakokan 

pemerintah. Lebih Ianjut, Jones (Davey, 1998:170) mengungkapkan bahwa : 

"kebijaltan adalah suatu keputusan yang dimaksudkan unmk mengatasi 
pennasalahan tertentu stau untuk menciptakan tujuan tertentu oleh instansi 

. berwenang da!am rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan, dan juga 
meropakan suatu usulan arab tindakan yang ditujukan untulc. seseorang, kelompok, 
atau pemerintab guns mengatasi hambatan atau memanfaatkan kesempatan pada 
suatu lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan dan merealisasikan sasaran". 

Sinambela (2008:14) seesra sederhana mendefmisikan bahwa kebijaltan publik 

adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak 

dikeljaltan. Dalam petspeklif kebijakan, hal-hal yang dipilih unmk dike~akan oleh 

pemerintah dinHai bersifat strategis, baik dari sudut poUtik maupun ekonomi. 

Konsekuensi dari keputusan pemerintah tersebut adalah perobahan daIam pennintaan 

dan penawaran barang dan jasa publik. 
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Mengacu dari beberapa pendapat tentang kebijakan publik tersebut. roaka 

pelaksanaan kebijakan mengenai 1MB yang di1ak.ukan oteh pemerintah kabupaten 

Wakatobi sudah tentu didasarkan pada pencapaian tujuan tertentu secara teJ"BJ'3h. Tujuan 

tersebut. yaitu pertama, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu 

terciptanya "taat dan tenih roang", dan kedua, meningkatkan pendapatan asti daerah, 

khususnya retribusi dari seJctor perizinan bangunan. 

Easton (Krismanini, dkk., 2009:1.7) mendefini,ikan kebijakan publik adalah 

pengalokasian niJai-nilai secam paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. 

Mengacu pada pendapat tersebut maka kebijakan penerapan 1MB yang telah menjadi 

sebuah produk hukum dalam bentuk peraturlln daerah (perda), ,udab seharosnya 

dilaksanakan secara tegas oleh pemerintah daerah kepada seluruh maS)'arakat. Bahkan, 

pada suatu saat pemerintah daerah haros mampu mewujudkan peJaksanaan ketentuan 

1MB tersebut sebagai suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap masyarakat yang 

akan mendirikan bangunan, demi meJindungi kepentingan masyarakat secarB. IUDS. 

Menurot Dunn (I99S:109) kebijakan pub!ik adalah rangkaian pilihan yang kurang 

lebih saling berbubungan (tennasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang 

dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. yang kemudian difonnulasikan di bidang

bidanS lsu kebijakan. Senada dengan pandangan 'e"",but, Anderwn (Koryati, dkk., 

2005:7) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan 

yang diJakubn oleh institusi pemerintah dan apamtun1ya. Implikasi dari pengertian 

kebljakan publik te"",but adaIah : 

I.	 Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan
tindakan yang berorientasi pada tujuan; 

2.	 Kebijakan tmebut berisi tindakan-tindakan alau pola-pola 'indakan pejabat
pejabat pemerintah; 

3.	 Kebijakan itu meropakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadl 
bukan meropakan spa yang barn menjadi malcsud atau pemyataan pemerintah 
untuk melakukan sesuatu.; 

4.	 Kebijakan publik itu bersifat posi[if dalam arti merupabn keputusan 
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melillrukan; dan 
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5.	 Kebijakan pemerintah dalam artl positif didasarlcan alau selalu dilandaskan pada 
peratunm penmdang-undangan dan be"ifat memaksa (otoritarif). 

Mengacu dari pandangan t<rebul maka kebijakan penerapan 1MB yang 

dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi bukanlab suatu kebijakan yang berdiri sendiri akan 

tetapi merupakan :loatu kebijakan yang didasarkan pada aturan kebijakan yang lebih 

tinggi, atas dasar kewenangan yang dimiliki oJeh daerah. 

2. Komep dan teori implementasi kebijakan 

Menurut Dunn (1998:22), bahwa proses pernbuatan kebijakan adalah suatu aktivitas 

intelektual yang dilakukan dalam proses yang bersifat politis. Proses ini dapat 

divisualisasikan sebagai proses pembuatan kebijakan yang mencakup 5 (lima) tahap 

penting. yaitu : 

\.	 Penyusunan agenda; 
2.	 FormuJasi kebijakan; 
3.	 Adopsi kebijakan; 
4.	 Implementasi kebijakan; dan 
5.	 Penilaian kebijakan. 

Santnsa (2008:26), mengemukakan bahwa dalmn kehidupan Negara-negara yang 

menganut pabam demokrasi, proses pemerintahan dapal dibagi dalam dua tahap. Tabap 

pertain.. perumusan kebijakan dan 1llhap kedua, pelaksanaan kebijakan yang lelab 

dite1llpkan pada tabap pertalna. 

Mengacu dari pandangan tersebut, row secara prosedural pelaksanaan ketentuan 

1MB di Kabupaten Wakatobi yang di dalamnya leIdapat pungutan yang dibebankan 

kepada masyarakat, lelab diletapkan melalui peratunm daerab sehingga mempunyai 

kekuatan legal rannal yang mengikat untuk dilaksanakan. Hal ini sebagai konsekuensi 

sislam pemerintahan daerab yang menempatkan DPRD sebagai representas; rakyat 

daemh, yang mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan sehingga selwub kebijakan 

pemerintah daerah ylUlg mempunyai dampak luas terhadap masyarakat harus 

mendapatkan persetujuan dan ditetapkan ber>ama dengan DPRD. 
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Lebih lanjut Dye (Krismartini, dkk., 2009:1.7) berpendapa~ bahwa da1am proses 

kebijakan publik ada 3 (tiga) kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu : 

1.	 Kekuatan dan kemampuan untuk memberJakukan kebijakan publik secara 
universal kepada publik yang menjadi sasaran (target group); 

2.	 Kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi stau mengesahkan kebijakan 
publik sehingga dapat diberJaJrukan secara universal kepada publik yang 
menjadi sasaran (Iargel group); dan 

3.	 Kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa 
kepada pubJik yang menjadi sasaran (Iargel group). 

Mengacu dari pendapat Dye di atas, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan 

yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuatnya agar tujuan dan 

sasaran yang diinginkan dapat tercapai Kaitannya dengan penerapan kebijakan 1MB 

tersebut, man pemerintah daerah dengan segala kewenangannya hams rnampu 

membangun kesadaran dan partisipasi pada masyarakat wltuk dapat mentaati 

kewajibannya mengurus 1MB dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan. Hal 

demikian pada dasamya untuk mewujudkan sasarnn pelaksanaan kebijakan 1MB dalam 

mendorong peningkatan penerimaan PAD. Selajn itu, merupaks!l snatu instrumen untuk 

mengendalikan peman:f'aatan ruang dmi berbagai kegi3tan pembangunan fisik di wilayah 

Kabupaten Wakatobi. 

Ripley dan Franklin (Winamo, 2007:145), herpandapat bahwa implementasi adal3h 

apa yang tetjadi setelab undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas progtarn, 

kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis kcluaran yang nyata (tangible output). 

Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pemyataan 

maksud tentang tujuan-tujuan progtarn dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejahat 

pemerintah. Sementara ito, Grindle (Winarno, 2007:146) memberikan pandangannya 

tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi 

adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan 

bisa direalisasikan sebagai dampak dmi su8tU kegiatan pemerintah. 
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Menurut Wahab (Koryati, dU., 2005:9), implementasi kebijakan dapat dipandang 

sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan:, biasanya dalam bentuk 

Undang-undang, Pemturan Pemerinmh, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau 

Instruksi Presiden. Begitu pula pemyataan SalllSu (Hatta, 2005:8). bahwa impJementasi 

kebijakan adalah seperangkat kegiatan yang dilBlrukan menyusu) suatu keputusan. Suatu 

yang sedemana dan mudab dimengerti, "ambil pekeQaan dan laksanakan". Souto 

defenisi yang amat sedeJbana karena hanya berbentuk soatu istilah. tetapi kata 

"Iaksanu.kan" memerJukan keterlibatan banyak orang, uang dan kelerampilan. Demikian 

pula kala "keIjakan" memerlukan keterlibatan banyak orang, uang dan kelerampilan 

organisasi dari spa yang tersedia Dengan kata lain implementasi adalah suatu proses 
. 

yang memerlukan ekstra swnber agar dapat memecahkan masalah pekeIjaan. 

Van Meter dan Van Hom (Hat:ta. 2002:8) berpendapal bahwa implementasi 

kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan bait. oleh individu-individu atau 

kelompok~ke)ompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan

tujuan yang telah ditetapkan dalam .keputusan-keputusan kebijakan. sebelumnya. Definisi 

ini menyimtkan adanya upaya mentransfonnasikan keputusan kedalam kegiatan 

operasiona!. serta mencapW perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan 

kebijakan. 

Lebih lanjut Van Meter dan Van Hom (Winamo, 2007:163) mengetengabkan 

beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terbadap suatu organisasi dalam 

meogimplementasikan kebijakan, yaitu : 

I. Kompetensi dan ukunm staf suato badan; 
2. TIngkat pengawasan hierarlds terbadap keputusan-keputusan sub-unit dan 

proses-proses dalam badan-badan pelaksana; 
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota· 

anggota legislatifdan ekaekutil); 
4. Vitalitas suatu organisasi; 
5. Tingkat komunikasi·komunikasi "terbuka", yang didefenisikan sebagai jaringan 

ketia komunikasi horisontal dan vertikal secara bebaa serta lingkat kebebasan 
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yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar 
organisasi; dan 

6.	 Kartan fonnal dan informal suatu badan dengan badan "pembuat keputusan" 
atau "'pelaksana keputusan". 

Mazmanian dan Sabati", (Santosa, 2008:42), menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan sebagai pelaksanaan kebijakan dasar (undang-undang) alau dapat pula 

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 

keputusaD badan peradilan. Dalam keputusan tersebut teridentifikasi masalah. yang ingin 

diatasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cars untuk 

menstrukturkanlmengatur proses implementasi. Proses ini berlWlgsung setelah melatui 

tahapan terten~ bjasanya diawali perwnusan kebijakan, Olllpill kebijakan, penetapan 

dan pengesaban kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakan oleh badan (instansi) 

pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok 

sasaran, dampak nyala-baik yang dikehendaki alau tidak dari outpul tersebut, dampak 

keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan 

akhimya perbaikan-perbaikan penting (alau upaya untuk melakukan perbaikan

perbaikan terbadap kebijakan alau undang-undang/peraturan yang bmangkutan). 

Allison (Kunar.io, 1992:44), menyatakan bahwa 1ahap implementasi merupakan 

labap yang penting dan kriti, yang memerlukan kOljasama segenap pihak dalam 

penyusunan dan pelaksanaan ,uatu kebijakan. Sebelum ,uatu program dilaksanakan, 

dilakukan persiapan yang matang dalam segala hal yang menyangkut program, misalnya 

organisasi. tenaga keIja tennasuk: kualiftkasi orang-<>rang yang terlibat di dalamnya. 

Dalam 'iklus pengelolaan program, setelah langkah persiapan dan persetujuan pihak 

yang berwenang, akan tiba pada tahap implementasi yang merupa)can operasionalisasi 

keputusan-keputusan yang telah dite1apkan sebelumnya. 

Laswell dan Kaplan (EnDayo, 1994:71), berpendapat bahwa imp1ementasi 

kebijakan merupakan suatu pelaksanaan program yang diproyeksikan dati tujuan-tujuan, 
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nilai-nilai dan praktek-praktek atau upaya pelaksanaan keputusan yang teguh dan disifati 

oteh adanya periJaku yang konsisten. Masalah implemenwi kebijakan telah mendapat 

perhatian yang semakin besar dari shU administrasi negara atau ahli manajemen 

kenegaraan. Hal ini disebabkan brena ketidakefektifan pemerintah dalam 

mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai bidang. Pemerintah sebenarnya mampu 

mengesahkan kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak 

alau perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan. Gejala tersebut oleh Andrew 

DWlsire (KWllUjO. 1992:47) digunakan sebagai implememarion. yang daJam proses 

kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan anlara apa. yang 

diharapkan oteh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya terjadi. 

Penringnya implementasi kebijakan dalam proses kebjjakan ditegaskan oteh Udoji 

(Sanlosa, 2008:42). sebagai lhe execution o/policies is impoTlom ifnot more ;mponant 

than policy making'. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan 

kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan 

dengan sempuma namlOl apabila prcses implementasi tidak berkerja sesuai persyaratan, 

mllka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya. 

Dalam kaitannya dengan pengelolaan kepentingan publik menunIt pandangan 

Shafritz dan Russel (Santosa, 2008:42), bahwa implernenlasi kebijakan adalah a1divilas

aktivitas yang dilakukan untuk melllksanakan sesuatu kebijakan seeara efektif. 

Implementasi ini meropakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan 

dalam 5CSuatu kebijakan. 

Menurnt Edwards (Winarno, 2007:174) studi implemeniasi kebijakan adalah 

krusial bagi public administration dan public policy, Implementasi kebijakan adalah 

salah satu tahap kebijakan publik, anlara pembustan kebijakan dan konselruensi

koosekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika soatu kebijakan tidak 

tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, 
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maka kebijakan itu akan mengillami kegagalan sekalipun kebijakan itu 

dHmplementasikan dengan sangat baik. Sementara ito, suatu kebijakan yang telah 

direncaoakan dengan sangal bail<, mungkin juga aI<an mengalami lcegagalan jilca 

kebijal<an tersebut kunlng diimplementasikan dengan bail< oleh para pelalsana 

kebijal<an. 

Lebih Ianjut dikemukakan ada cropst faktor stau variabel krusial datam 

implementasi kebijakan publik. yaitu : 

1. Komunikasi; 
2. Sumber-sumber; 
3. Kecendenmgan-kecendenmgan atau ringkah Iaku-tingkah laku; dan 
4. Struktur birokrasi. 

Berdasarlum pendapat-pendapat tersebut dapat disimpuIkan bahwa proses 

implemeotasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut periJaku badan

b6dan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan 

kekuatan-kekuatan politi14 ekonomi dan sosiaJ yang langsung atau tidak langsung dapat 

mempengarubi perilaku dari semua pihak yang terIiba~ dan pada akhimya berpengaruh 

terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implemen1asi itu adalah UDtuk 

membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupwt sasaran-sasaran 

kebijakan negara diwujudkan sebagai basil akhir kegiatan yang dilalcukan oleh 

pemerintah. Sehab itu, fungsi irnplementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam 

ilmu kebijakan negara disebut sistem penyampaian kebijakan negam yang biasanya 

terdiri dari cara-eara atau sasaran-sasaran tertentu yang dirancang secara khusus serta 

diarabkBn menuju terciptanya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. 
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3. Konsep daD teori pelayanan publik 

8. Pelay.DBD 

Kurniawan (Sinambe1a.. 2008:3) mengemukakan bahwa pada dasamya setiap 

manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahw8 

pelayanan tidak OOpat dipisahkan dengan kehidupan manU'iia. Hal senada juga 

dikemukakan Rusli (Sinambela, 2008:3) yang berpendapat bahwa selama hidupnya, 

manusia seiolo membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sesuai dengan life cycle 

theory oj leadership (LeTL) bahwa pada swat kehidupan manusia (bayi), pelayanan 

secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia, pelayanan yang 

diburuhkan akan semakin menurun. 

Menurut Moenir (ZuJkifly, 2006:29), pelayanan adalah proses pemenuhan 

kebutuhan meIalui aktifrtas orang lain secara langsung. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

peJayanan adalah kunci keberhasiJan dalum berbagai usaha stall kegiatan yang 

bersifat jasa. Peranannya akan Icbih besar dan bersifat menentukan manakala 

dalam kegiatan kegiatan jasa di masyarakat itu terdapat kompetisi dalam usaha 

merebut pasaran atau langganan. 

Kotler (Sinambela, 2008:4) mendefinisikan pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suam kumpulan stau kesatuan, dan menawarlmn kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pads suatu produk fisiko Begitu pula Lukrnan 

(Sinambela, 2008:5), mengemukakan bahwa pelayanan adalah suato kegiatan atau 

unrtan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang Jain 

atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 

DBliDl1 konteks pemerintahan, penyelenggarnan pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan., baik dati sisi paradigma maupun 

fOmlat pelayanan. seiring dengan meningkamya tuntutan masyarakat dan perubahan di 
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dalam pemerintan itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari kedua sisi 

tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak 

yang tidak berdaya dan tennarginalisasikan dalam kerangka pelayanan umum. 

(Sinambela, 2OOS:3). 

Kristadi (Zulkifly, 2006:26) menyatakan bahwa pelayanan mernpakan togas ulama 

yang hakild bagi aparntur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masy8lllkat. Oleh 

karena ito, IDltuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masy8lllkat, maka perbaikan 

kineQa aparatur sangat penting. Dalam kaitan ini. kebijaksanaan pemerintah untuk 

ffieningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat hams direncanakan secara 

transparan serta lebih mengefektifkan tugas dan fungsi lembaga-Iembaga pengawasan. 

Dengan cam demikian, mutu pelayanan diharapkan akan clapst mencapai tahapan prima. 

Hal ini harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. sejalan 

dengan aspirasi refonnasi dan otonomi daerah. 

b.	 Pelayuao publik 

MWlculnya fenomcna bam mengenai perobahan peran birokrat dari pelaksanaan 

menjadi motivator, dinamisator, dan fasilitator pembangunan. serta sumber daya. stau 

kemampuan obyektifpemerintah daerah yang semakin terbatas, menimbulkan pemikiran 

di blangan birokrat untuk menin.l kelompok swasta yang temp "exist' dan "survive" 

meskipun dengan sumber daya seadanya. Untuk itu, perlu meromuskan kembali mama 

dan hakikat pelayanan publik dan menciptakan organisasi pemerinlah yang ramping 

tetapi kuat dan efisien. 

Birokrasi yang berorientasi prestasi mampu menciptakan pelayanan yang prima. 

mengutamakan kemanfaatan dari pada basil, dan berorientasi pada tujuan yang telah 

ditetapkan belll8llUl. Sistem penyediaan pelayanan publik yang biasanya ditanSani 

melalui mekanisme administrati~ menjadi suatu penyediaan pelayanan publik yang 

berdasarl<an insentifpasar. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40679

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16 

Menurnt Dwiyanto (2006: 136), peiayanan publik adalah rangkaian aktifitas yang 

dilakukan oleh birokrasi publik nntuk memenuhi kebutuhan warga penggun8. Pengguna 

yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, sepeni 

KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kem81ian, izin gangguan (HO), 1MB, 5Ol1ifIkat 

tanah. dan lain sebagainya. 

Santosa (200g:57), mendefinisikan pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik 

oleh pemerintah, pihak swasta alas nama pemerintah, atan pun pihak swasta kepada 

masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau 

kepentingan masyarai<at. Dengan demikian, yang memberikan pelayanan publik kepada 

masyarnkat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta. 

Pelayanan publik: yang dijalankan oleh instansi pemerintah bennotitf sosial-politik, 

yakni menjalankan tugas polok serta mencari dukungan suara, sedangkan pelayanan 

publik oleh pihak swasta lebih bennotif ekonomi. yakni meneari keuntungan. 

Wasistiono (SantoS&, 2008:5g) menggambarltan bebempa alasan perhalian 

pemerintah terhadap pelayanan publik, antara lain sebagai berikut : 

a.	 Instansi pemerintah pads umumnya menyelenggarakan kegiatan yang bersifat 
monopoli, 50hingga tidak 'erdapat ikIim kompetisi di dalam, padahal tanpa 
kompetisi tidak akan tercipta efisiensi dan peningkatan kuaJitas; 

b.	 Dalam menjalankan kegiatan, aparatur pemerintah lebih mengandalkan 
kewenangan daripada berbuatjasa alan pun kebutuhan konsumenj 

e.	 Belum alau tidak diadakan akuntabilitas terhadap kegiatan suatu instansi 
pemerintah, baik akuntabilitas vertikal ke bawah, ke samping, maupun ke alas. 
Hal ini disebabkan oleh adanya tolok ukur kinerja setiap instansi pemerintah 
yang dibakukan secara nasional berdasarkan tanda yang dapat diterima secara 
umum; 

d.	 Dalam aktivitasnya, apar8l pemerintah 50ringkaJi letjebak pads pandangan 
"eerie", yalcni mengutamakan pandangan dan keinginan mereka sendiri 
(birokrasi) daripads konsep "ernie" yakni konsep dari moroka menerima jasa 
layanan pemerintah; dan 

e.	 Kesadaran anggota masyarakat pads bak dan kewajiban 50bagai warga Negara 
maupun sebagai konsmnen masih relatif rendah, sehingga mereka cendenmg 
menerima begitu saja, terlebih layanan yang diberikan bersifat CWDa-euma. 

ZeithmaJ (SantoS&, 2008:59) mengkon5Opsikan mutu iayanan publik pada dua 

pengertian, yaitu expected service dan preceived service. Keduanya terbentulc oleh 
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dimensi-dimensi muw Jayanan, yaitu tangibles (terjamah), reliability (andal), 

responsiveness (tanggap). competence (kompeten), coul1esy (ramah), credibility (hisa 

dipercaya), security (aman). aeces (akses), communication (komuniJcasi), understanding 

the customer (memahami pelanggan). Dalam pada itu, expected service juga dipengaruhi 

oleb word the moulh (kata-kata yang diueapkan), personal needs (kebutuhan pribadi), 

pafl experience (pengalaman mass lalu), dan external communications (komuinikasi 

ekstemaJ).· Perpaduan antara expected service dan precetved service yang terwujud 

hanyalah preceived service quality, yaitu layanan yang biss diberikan berdasarkan apa 

yang dimengerti oleh birokrasi. Meskipun expected service diperkuat oleh pengaruh 

lima variabel lainnya disamping dilatarbelakangi oleh dirnensi-dimensi mutu layanan, 

outcome-oya letap saja mutu layanan yang diberikan adalah sebatas yang dimengeri oleh 

birokrasi. 

Menurut Suwandi (Mulyawati, 2003:]4) bahwa salah satu elemen utarna yang 

membentuk pemerintahan daerah adalah adanya peJayanan umum (pubUk se,..,Jice) 

sebagai hasil akhir (end product) dari interaksi antar elernen-elemen pemerintahan 

dacrah. Dengan demikian. maka salah satu fungsi yang harus dilaksanakan oleh 

Pemerintllh Daerah dalam penyelenggaman pemerinlahan daerah adalah fungsi 

pelayanan masyarakat (public service functions), yaitu fungsi yang berkaitan dengan 

penyediaan fasilitas-fasilitas sosial masyarakat seperti jaringan jalan, listrik, air bersih. 

pendidiJ<an. kesehatan, sanitasi lingkungan dan sebagainya. 

Dalam menjalankan fungsinya, ada dua keluaran (outputs) yang dihasilkan oleh 

pemerintah daera.h yaitu barang (goods) dan pelayanan (service). Output tersebut ada 

yang bersifat pengatunn (regulatory/software) dan yang bersifat provision of goods 

(hardware). Dalam pengertian ini yang dimaksud dengan pelayanan adalah hal-hal yang 

hersifat regulatory (pengaturan) alau low en/orcemenl (penegakan hukum) seperti 

mewajibkan penduduk: memiliki KTP, pengwusan izin-izin, sum keterangan dan 
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sebagainya, serta pelayanan dalam pengertian pemberian atau penyediaan pelayanan 

dasar alas dasar tuntutan atau pennintaan masyarnkat (demand driven sen;ices) seperti 

pe""",pohan. penenmgan jalan, kebersihan lingkungan, transportasi dan sebagainya. 

Mcnurol Wawonmtu (ZulkilY, 2006: 13) istilah pelayanan masyamkat aclalah 

tcrjemahan daJam Bahasa Inggris ''public service", stau dalam bahasa sehari-hari istilah 

pelayonan masyamkat sering disebut "Pelayonan Umuro". Sinambela (2008:14) 

mendefinisikan pelayonan publik adalah pengadaan barong dan jasa publik, baik yang 

dilakukan oleh pemcrintah maupWl non pemerintah. Lebih lanjut Frederickson 

(Sinambela, 2008:15) mcngemukakan bahwa dalam pelayonan publik, efektivitas dan 

efisiensi saja tidak dapat dijadLkan patobn. Diperlukan ukuran Jain yaitu keadilan. 

schab tanpa ukuran ini ketimpangan pelayanan tidak OOpst dihindari. 

Kurniawan (Sinambela, 2008:5) mengartikan pelayonan publik aclalah pemberian 

layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi ito sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditctapkan. 

Selanjutnya menwu' Kepmcn PAN No. 63/KEPIM.PAN/712003, pelayanan publik 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan penmdang.undangan. 

Sanapiah (Zulkifly, 2006:25) membagi duo pengerlian pelayanan masylUllkal, 

dalam am luas dan ani sempit. Dalam ani luas, pengertian pelayanan masyarnkat adalah. 

keseluruhan proses penyelengglUllOD kepentingan umumlmasyarakal yang dilaksanakan 

oleh pemerintah untuk. menciptakan efisiensi, efektifit:a.St keadilan sosial dan 

kesejahteraan. Dalam arti sempil, pelayanan masyamkat bemrti proses pelayonan lalap 

muka yang dilaksanakan oleb inslansi pemerinlab kepada masyarakal. Berbagai 

pendapat dari para ahli mengenai pelayanan wnum, maka dari sudm pemerintahan, 
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aspek pelayanan menrpakan suatu hal yang esensial dalam aktifitas penyelenggaraan 

tugas negara bahkan dapat dikatakan jiwa dari penyelenggaraan pemerintahan. 

Adapun hakekat pelayanan umum menurot Boediono (Zulkifly, 2006:27) adalah : 

1.	 Meningkatkan motu dan produktifillls pelayanan togas dan fungsi instansi 
pemerintab di bidang pelayanan umum; 

2.	 Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan umwn 
dapat diselenggarakan secara Jebih berdaya guna dan bemasil guna (efisiensi 
dan efektifitas); dan 

3.	 Mendorong tomhuhnya kreatifitas, prakar.;a dan peron serta masyarakat dalam 
membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lUBS. 

Garvin (1987:36) mengemukakan 8 (delapan) dimensi yang dapat digunakan 

untuk menganaIisis karakteristik kualitas pelayanan adalah : 

a.	 Mempunyai kinerja yang dapat dipert:aya (peiformance); 
b.	 Ciri atau keistimewaan tambahan (features); 
c.	 Keandalan I keberhasilan (reliability); 
d.	 Kesesuaian terbadap spesifikasi (conformance to reqirements); 
e.	 Daya taban (durabiJiry); 
f.	 Kemampuan pelayanan, kecepatan dan kenyanulltan (service ability); 
g.	 Day~ perasaan (aestetics); dan 
h.	 Kualitas yang dirasakan (perceived quality). 

Kedelapan dimensi pelayanan yang dikemukakan oleh Garvin tersebut lebih 

diprioritaskan kepada kualitas pelayananjasa pada dunia usaha yang bersifat profit 

margin. 

Widjaya (Zulkify. 2006:28) mengalakan bahwa suatu sistem pelayanan umum harns 

mengacu pads empat faktor yang penting yakni : 

]. Sistem, prosedur dan metode; 
2.	 Persona~ tcrulllma ditekankan pada perilaku; 
3.	 Sarana dan prasarana; dan 
4. MasyarakaI sebagai pelan!!an.
 

Keempat faktor tersebut sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan
 

peJayanan umum oleh pemerintah kepada masyarakat, dan mcmpunyai keterlmitan yang 

sangat erst antara satu dengan yang lainnya. Pemberian pelayanan umwn sangat 

ditunjang otch personal yang memiliki lruaIitas SDM yang handal. K.emudian tidak 
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blah penting yakIU dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang mernadai, serta 

perilaku masylltllkal yang taal kepada aturan yang berlaleu. 

c. PenyelenggaraaD pelayaD8D pablik 

Penyeleoggaraan pelayanan publik mernpakan upaya negara untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negaca atas barang, jasa dan pe)ayanan 

administrasi yang disediakan oteh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan 

publik adalah pemberian pel.yanan prima kepada masylltllkat yang merupakan 

perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Bahkan Undang

Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara notuk memenuhi kebutuhan dasar 

setiap warga negara demi kesejahreraannya, sehingga efektivitas suatu sistem 

pemerintah sangat ditentukan oJeh baik bUl1lknya penyelenggaraan pelayanan pubHk. 

Menurut Swjadi (2009:9), daJam pengembangan ldneJja pelayanan publik 

senantiasa menyangkut tiga unsur pokok, yaitu unsur kelembagaan penyelenggara 

pelayanan. proses pelayanan dan sumber daya manusia pemberi layanan. Dalam 

hubungan ini mw upaya peningbtan kinerja petayanan pllbJik senantiasa berkenaan 

dengan pengembangan ketiga unsur pokok tersebut. 

Kedudukan pemerintah selaku regulator dan penyedian layanan publik semakin 

dituntut uotuk mengembangkan kinerja pelayanan pubJik yang dapat mendorong 

peningkatan kegiatan dan kelancaran birokrasi dalam meJayani kebutuhan 

masyarakatnya. Dalam memberikan pelayanan, aparotur barus Iebih proaIctif daJam 

mencermati paradigms bani yang menuntut kemampuan daya saing yang tinggi daJam 

kegiataD pelayanan kebutuhan masyBJakat. 

Tuntulan masylltllkat teJ!ladap kualitas pelayanan .parotur pemerintllh akan 

semaldn tinggi mengingal kesadaran masylltllkat aI<an bak dan kew.jibannya ,ebagai 
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warga negara semakin berkembang. Masyarakat menuntut peJayanan. yang cepet, tepat, 

adil, transplUall, efelctif dan efisien. 

Menurut Balinggi (ZuItJfly. 2006:29) bahwa pelayanan umum dapat berbasil guna 

apabila masyaraJud/konsumen merasa J'U8S, tolok ukumya adaIah tidak adanya atau 

kurangnya keluhan masyarakatlkonsumen. Untuk meningkatkan pelayanan wnum 

sehingga berdaya guna dan berhasil guns. maka pihak pemberi pelayanan sebaiknya 

selalu berusaha memperbaiki din dengan cam memperbaiki dan melakukan kontrol 

terbuka. 

Konsep pelayanan yang kondusif untuk dikembangkan dalam otomoffii daernh 

adalah sistem pelayanan terpadu dengan pelayanan berkualitas, sebagaimana 

diungkapkan oJeb Salusu (Zulkifly. 2006:19), bahwa pelayanan yang berlrualitas berarti 

melayani konswnen sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Pengertian ini 

memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu be.rkaitan dengan pelayanan, semuanya 

sudab terukur ketepatannya kan:na yang diberikan adaIah kualitas. 

Menurut Fitzssimons yang dikutip oleh Rusli (Sinambela, 2008:7) bahwa terdapat 

lima indikator pelayanan publik, yaitu : 

J.	 Reliability. yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar; 
2.	 Tangibles, yang ditandai deDgan penyediaan yang memadai sumber daya 

manusia dan smnber daya hlinnya; 
3.	 Responsiveness, yang ditandai dengan Ic:einginan melayaoi konswnen dengan 

cepat; 
4.	 As....ance. yang d1landai tingkat perhatian terbadap erika dan moral dalam 

memberikan pelayanan; dan 
5.	 Emphoty, yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginsn dan 

Ic:ebutuhan konsumen. 

Menurut Kristadi (Zulkifly. 2006:36). pelayanan masyarakat yang paling ideal 

paling tidak memiliki prinsiJ>1>rinsip dasar, yaitu : 

8.	 pelaY8J18D yang berorientasi kepada pasar dimana permintaan langganBll atau 
masyarakal bersama-sama dengan pelayanan yang d1lakukan oleb pihak lain; 

b.	 pelayanan yang semakin lama semakin meningkat sedangkan pennintaan 
masyarakal tidak boleb ditingga1kan. ApaJagi manaka1a birokrasi telah 
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memacunya untuk pe.ningkatan pennintaan. maka pelayanan yang diterapkan 
tidak bolch mundur; 

c.	 pelayanan harus dievaluasi, tidak saja keberhasilannya akan tempi juga. 
kegagalan dari pelaksanaan sistem pelayanan yang diterapkan. Hasil dari 
pelaksanaan sualU pelayanan harus dapa! diulrur dan kalau gagaJ dapa' dipelajari 
letak kesalahannya serta menjadi dasar unlUk melakukan perbaikan dimasa yang 
akan datang agar kegagalan tidak terulang kembali. Demikian pula keberhasilan 
yang diraih harus secara optimal diinformasikan kepada masyarakat sehingga 
mendapat dukungan yang Jebih luas dari masyarakat itu sendiri; 

d.	 pelayanan yang lrurang memperbatikan kedudukan konswnenJpengguna jasa 
layanan yang sehanisnya ditempatkan pada tempa! yang strategis ditengah
tengah suahl sistem pelayanan. Pe]ayanan yang karakteristik tidak berhadapan 
langsung dengan kebutuhan masyarakat agar ditempatkan suatu sistem 
pelayanan, dan bukan justru di barisan paling depan; dan 

c.	 pelayanan yang kurang memperhatikan hirarki nilai kepuasan masyarakat. 
sehingga nilainya berbeda. Karena bagaimanapun kepuasan masyarakat 
sebenamya memiliki oilai hirarki kepuasan mulia pada nilai tingkat dasar, nilai 
yang diharapkan, dicita-citakan. dan nilai kepuasan yang tidak terduga. 

4.	 Konsep retribusi dan pendapanu asli daecab (pAD) 

a. Retribusi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahuo 2000, disebutkan babwa retribusi 

daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerab sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberik:an o)eh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau hadan. Menurut Supamtoko 

(Halta, 2005:19) babwa retribusi adaJab sualU pembayaran dari rakya! kepada 

pemerintah dimana kita dapat meHhat adanya bubungan antara balas jasa yang langsung 

diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Untuk menilai manfaat retribusi 

harus ditempuh melalui beberapa langkah yaitu pertama, identifikasi manfaat fisik yang 

dapat diukur besamya; dan kedua, penerapan nilai rupiah dengan cara menggunakan 

harga pasar atau harga banmg pengganti atau dengan mengadakan survei tentang 

kesediaan membay81. 

Menurut Kaho (2005:171), tetribusi daetllh didefinisikan sebagai pungutan daerab 

sebagai pembayaran alas pemakaian jasa alan karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaba 
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atalJ milik daerah untuk kepentingan UlDum. stan karena jasa yang diberikan oleh daerah 

baile: langsung maupun tidal: langsung. 

Berdasarkan defenisi-deflnisi tersebul, maka kmakteristik retribusi daerah dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

8.	 Retribwi dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan (yang berIaku 
umum); 

b.	 Dalam retribusi, prestasi yang beropa pembayaran dari warga masyarakat akan 
mendapatkan jasa timbel langsung yWlg ditujukan pada individu yang 
membayamya; 

c.	 Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam 
jasa )'8IIg disediakan daerah; dan 

d.	 PeJaksunaannya dapat dipaksakan. biasanya bersifat ekonomis. 

Selanjutnya dalam pasal 18 aya! (I) Undang-Undang Nomor 34 Taboo 2000, 

menempkan obyek retnlmsi daerah terdiri dari : 

8.	 Retribusi jasa umum. adalah retribusi staLl jasa yang disediakan stau diberikan 
oleh pemerintab daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umwn serta 
dapat dinikrnati otch orang pribadi atau bOOan; 

b.	 Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atan jasa yang disediakan olch pemerintah 
daerah dengan menganut prinsip komersisJ wena pada dasamya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta; dan 

c.	 Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi alas kegiatan tertentu pemerintah 
daerah dalam rangka pemberian jzin kepada orang pribadi IlIllu badan )'8IIg 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan roang,. pengguna surnber daya alam, barang. prasanma, 
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepcrrtingan wnurn dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 

Obyek. jenis dan subyd< "'mbusi daerah diatur lebib Ianjut dalam Peraturan 

PemerinlBh Nomor 66 Tahun 2001. Dalarn Passl 2 .Peraturan Pemeritah tersebut, 

diuraikan bahwa : 

(I)	 Obyek rembusi jasa umum ada1ah pelayanan )'8IIg disediakan atlu diberikan 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanliurtan umum serta 
dapal dinikmati oleh orang pribadi stau badan; 

(2)	 Jenis retribusi jasa wnum, adaIah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi 
pelayanan persampahan / kebersiban, rembusi penggantian biaya cetBk KTP 
dan akte catatan sipil. retribusi pelayanan pemakaman dan pengubwan mayat, 
retribusi pelayanan parlcir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, 
retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaao Blat permsdam 
kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak pet&, dan retribusi pengujian 
kapal perikanan; dan 
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(3)	 Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi stau badan yang 
menggunakanlmenikmati pelayananjasa umwn yang bersangJrutan. 

Dalam Pasa! 3 ayat (1) sampai ayat (3) Pemtunm Pemeritah te""bu~ diuraikan 

bahwa: 

(I)	 Obyek retribusijasa usaba adalab pelayanan yang disediakan oleb pemeriotah 
daerah dengan menganut prinsip komersial; 

(2)	 Jenis retribusi jasa usaha, adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, 
retribusi pasar grosir dan penokoan. retribusi tempot pelelangan. retribusi 
terminal; retribusi tempst khusus parlOr. retribusi tempst penginapan 
lpesanggerahan / viDa, retribusi penyedotan kakus, retribusi romah potong 
hewan. retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi ternpat rekreasi dan 
oJahraga, retribusi penyeberangan di atas air, dan retribusi pengolahan lirnbah 
cair; dan 

(3)	 Subyek retribusi jasa usaha, adalah orang pribadi atau harlan yang 
menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersanglwtan. 

Dalam Pasal 4 ayat (l) sampai ayat (3) Peraturan Pemeritah tersebut, diuraikan 

bahwa: 

(I)	 Obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintab daerah 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan. pengendalian, dan pengawasan 
atas kegiatan. pemanfaatan mang. penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasararla, sarana atau fasilitas lertentu guna melindungi kepentingan umum 
dan menjaga kelestar1an lingkungan; 

(2)	 Jenis retribusi perizinan lertentu, adalah : retribusi izin mendirikan bangunan 
(1MB), rebibusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; retribusi izin 
gangguan. dan retribusi izin trayek; dan 

(3)	 Subyek retribusi perizinan tertentu adaJah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. 

Berdasarbn jenis retribusi yang diuraikan, maka retribusi izin mendirikan. 

bangunan (IMB) yang dilaksanakan di kabupaten Wakatobi tennasuk dalam golongan 

retribusi perizinan tertentu. Sesusi dengan jenis retribusi yang menjadi kewenangan 

pemerintab daerah otonom, maka sebeJum melakukan pemungutan retribusi. terlebih 

dahulu hams membentuk peraturan daerah yang berkenaan dengan retribusi dimaksud 

dan harus diundangkan dalam lembaran daerah. 

Menurut Manliasmu (2002), rebibusi perizinan lertento ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berilrut: 
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a.	 Perizinan tersebut tennasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada 
daerah dalam rangka asas desentraJisasi; 

b.	 Perizinan tersebut beIlar-henae dipergunakan melindungi kepentingan 
wnwn;dan 

c.	 Biayo. yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan lZlD tersebut 
dari biaya untuk menanggulangi darnpak negatif dari perizinan tersebut 
cukup besar sehingga dibiayai dan retribusi perizinan. 

b. PeDdopataD asO doerob (pAD) 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahoo 2004 tentang pemerintah daerah, 

dijelaskan bahwa sebagai perwujudan penyelenggaraan otoDomi daerah yang luas, nyata 

dan bertanggung jawo.b. daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber daya 

keuangan sendiri. yang didukung oleh perimbangan antara keuangan pemerintah pusat 

dan daerah serta antara propinsi dan kabupatenlkota yang merupakan prasyarat dalam 

sistem pemerintahan daerah. Kewenangan untuk menggali swnber keuangan sendiri 

merupakan salah sam kewenangan pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan 

pendapatan asli daerahnya sendiri. Setiap dacrah dituntut untuk menggali swnber

sumber penerimaan daerah yang dimiliki guna meningkatkan kemampuan keuangan 

daerah. 

Menunrt Rasyid (Rahmawati, 2005:23) bahwa "ciri utam.a yang menunjukkan suatu 

daerah otonom mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya. terletak pada 

kemampuan keuangan daerah. Artinya. daerah otonom hams memiliki kemampuan 

untuk menggali sumber-swnber keuangan sendiri. mengelola dan rnenggunakan 

keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di 

daerahnya. Untok ito dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kewenangan 

keDBDgan yang melekat pads setiap daemb menjodi kewenaogao daemb". 

Kobo (1997) yang mengutip pendapal Wajong (Rabmawati, 2005:38) menegaskan 

bahwa "Pemerintah daerah tidal< akan dopat melaksanakan fimgsinya deogao efektif dan 

efisien tanpa biaya yang cukup untuk. memberikan pelayanan dan pembangunan..• Dan 
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keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetBhui secara oyota 

kemampuan daerah dalam menguros nunah tangganya sendiri". 

Berdasarl<an Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pendapatan 

asH daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerab. dalam pelaksanaan 

desentralisasi dan otonomi daerah, disamping penerimaan dari dana perimbangan dan 

lain-Jain pendapatan yang sah. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, 

disebutkan bahwa pendapatan asli daemh, selanjutnya disehut PAD adalah pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut beroasarl<an porntumn daemh sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah 

(pAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai 

peJaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi. 

Menurut IJeddy & Dadang (Putra, 2004: 12), pendap,tan asli daerah alau ,ering 

disingkat dengau notasi PAD adalah penerimsan yang diperoleh daerah dari sumber

surober dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaJru. Komponen dari PAD sendiri 

teroiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusnhaan daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah lainny, yang dipisnhkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang 

snh. 

Beroasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan tersebut dapat di,impulkan 

bahwa, diem otooomi daerah sekarang ini, maka penerimaan daerab. yang bersumber 

dari pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi tumpuan dalam membiayai 

pelaksanaan roda pemerinlllhan dan program-program pembangunan. Bahkan dapat 

dikatakan bahwa salah satu tolok ukur kemandirian suatu daerah dalam berotonomi 

tidak lain te=nnin dan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah (pAD) dapa' 

menopang anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
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Adapun penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi 

indikator daJam penelitian ini adaJah hasil retribusi daerah dari sektor izin mendirikan 

bllIlgunan (1MB). 

5.	 Basil penelitian terdaholo 

Sebelum penelitian ini diIakukan, telah ada beberapa penelitian sebellUIlllya yang 

memiJiki keterkaitan dengan penelitian im. 

1.	 Penelitian yang dila)mkan oleh Mulyawati (2003) tentang Evaluasi Kinerja 

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) di Unit Pelayanan Saw Atap 

Kabupaten Garut, hasil penelitian menyimpu1Jcan bahW8 : 

Penama, kinerja yang dicapai dalam proses pembuatan 1MB yaitu 2,99 atan 

mendekati cUkup baik., dan berdasarkan tingkat kepentingan, ada kesenjangan 

antara tingkat kinerja dengan kepenlingan sebesar -1,27 yang berani bahwa 

tingkat kineJja yang dicapai belurn dapat mernenuhi tingkat kepentingan atau 

belum puas. Sedangkan berdasarkan analisis tingkat kepuasan pegawai sebesar 

70,19% berada pads tingkat pUllS, mesklpun belum mencapai kepuasan yang 

optimal; 

Kedua, kineJja yang dicapai pads penyampaian layanan 1MB yaitu 3,19 atau 

culrup bail<, dllIl berdasarkan tingkal kepentingan, ada kesenjllIlgllIl IIIltara 

tingkat kinerja dengan kepentingan sebesar -0,99 yang berarti tingkat kinerja 

yang dicapai belum dapat mernenuhi tingkat kepentingan atau belum pUBS. 

SedllIlgkan benlasarlcan tingkat kepuasan masyarakat pengguna JayllIlllIl 1MB 

sebesar 76,32 %, yang berarti berada pada tingkat puss. meskipun belum 

mencapai l.epuasan optimal (lOOOIo); dan 

Ketiga, faktor-faktor yang perlu mendapat pematian dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan, berdasarkan penilaian pegawai yaitu kenyamanan, 
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kebersihan, kerapihan ruang kerja, sarana telekomunikasi, kondisi dan 

kecukupan peralatan kantor, kesesuaian penghasilan dibanding beban kerja, 

kompensasi dan bonus, kemudahan menggunakan peralatan kantor dan 

kemudahan menyampailcan keluhan. Sedangk:an berdasarkan peoilaian 

masyaralcat pengguna layanan yaitu kondisi dan kecukupan peralatan pelayanan 

di Kantor Unit PeJayanan Satu Atap, meliputi kemampuan memenuhi ketepatan 

walctu penyelesaian 1MB dan kejujuran pegawai. 

2.	 Penel1tian yang dilakukan Supannan (2002) tentang Efektivitas Pelayanan Izin 

Mendirikan Bangunan DaIam Kota Tangerang (Studi Kasus Di Kecamatan Ciledug 

Kota Tangerang), dengan hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan izin 

mendirikan bangunan di Kecamatan CiJedug belum memuaskan dan tidak sesuai 

harapan. Hal ioi ditunjukkan dari hasH analisis terhadap efektivitas pelayanan 

dilihat dari variabel stnJktur organisasi dengan SkOT cukup atau sebesar 70,89 %. 

vanabel kewcnangan mendapat skor baik atau 84,25 %. dan variabel Jrualitas 

pelayanan mendapat skOT baik alau 84,53 %. Sedangkan efektivitas peJayanan 

dilihat secara menyeluruh dari gabungan persentase atau skor masing-masing 

variabel yang diamati, menunjukkan skor cukup atau 73,80 %. Hasil skor terscbut 

membuktikan bahwa faktor struktur organisasi, kewenangan dan kualitas pelayanan 

berpengaruh terbadap efektivitas pelayanan izin mendirikan bangunan di 

Kecamatan Ciledug. 

3.	 Penelitian yang dilakulcan M. Harry Muly. Zein (2002) tentaog Falctor-Faktor 

Yang Mempengaruhi KuaJitas Pelayanan Dalam Pembuatan Izin Mendirikan 

Bangunan (1MB) di Kota Tangerang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 

Pertama, faktor~faktor yang menjadj prioritas utama dan agar dilaksanakan 

'esuai dengan harapan masyarnkat dalam pembualan 1MB adalah ketepatan 

waktu dan kemampuan organisasi stau lembaga menyelesaikan pennasalahan 
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yang timbul, melakukan komunikasi yang efektjf dengan masyarakat pengguna 

izin, peningkatan pengetahuan dan kecakapan 8DM, serta kebersihan dan 

kerapian roangan tempat bekeJja; 

Kedua, faktor-faktor yang perlu dipertahankan pelaksanaannya, karen. sudall 

sesuai dengan harapan masyarakat dalam pembuatan 1MB adalah cepat tanggap 

terhadap keluhan yang disampaikan oleh pemohon izin. keamanan dan 

kenyamanan, peIayanan yang ramah serta selalu siap menolong. serta penataan 

eksterior dan interior ruang tempat bekerja dengan baik; 

Ketiga, faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh masyarakat dalam 

pembuatan 1MB adalah memberikan perhatian secara individu kepa.da 

masyarakat pengguna izin; dan 

Keempat, tidak terdapat fuktor-faktor yang pelaksanaannya sudah diiakukaD 

dengan sangat bail. namun dinilai kurang penting oleh masyarakat dalam 

pembuatan .1MB karena terkesan dianggap berlebihan. 

4.	 Penelitian yang dilakukan oleh Amin Tjakraamidjaya (1995) tentang Pelaksanaan 

Perb.ikan Prosedur Pelayanan Izin Mendirikan Prasarana (IMP) di Dinas PU DIU 

Jakarta. Penelitian in ditujukan untuk perbaikan pelayanan proses Izin Mendirikan 

Prasarana agar dapat memenubi harapan pemobon pada khususoya dan masyarakat 

luas pada umumnya. Kesimpulan basil penelitian adalah bahwa proses pelayanan 

IMP sudah tidak sesuai Jagi dengan kondisi lingkungannya. Untuk itu perlu 

diadakan suatu perobahan yang mendasar dengan mengadakan Rekayasa Ulang 

terbadap proses pelayanan lMP. 

5.	 A. Zulkifly (2006), melalui studi tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kola 

Makassar, dengan basil pene1itian menunjukkan bahwa sistem pelayanan KTP yang 

ditentukan oleb prosedur dan proses pelayanan mengacu kepada kriteria pelayanan 

KTP yang beturn maksimaL Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan 
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KTP adalah sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta perilaku masyarakat. 

Masing-masing faktor oorsehut memberikan pengaroh terhadap sistem pelayanan 

KTP yang menunjukkan efektifitas pelayanan KTP cUkup efektif di mana aparat 

telah menempkan sistem pelayanan KTP yang berlaku, dengan mengakses data 

sesuai dengan mekanisme prosedur kelja yang telah ditetapkan. 

B. Kel'1Ulgka Berpikir 

PeIaksanaan otonomi daera1J meJalui pember.lakukan undang-undang Domor 32 

tabuo 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip otonomi luas, oyata 

dan bertanggung jawab, telah memberi kewenangan kepada daerah otonom untuk 

menggali dan meningkatkan pendapatan. asli daerah yang antarn lain bersumber dari 

retribusi daerah. Tindak: lanjut dari pemberian kewenangan tersebul, secara langsung 

menuntul pemerintah daerah selaku regulator dalam penyelengga.num pemerintahan dan 

pembangunan di daerah untuk menetapkan kebijakan daerah menyangkut retribusi 

daerah tersebut dalam ben.tuk peratllran daerah, sebagai dasar hukum dalam 

implementasinya. 

Demikian halnya dengan Kabupaten Wakatobi sebagai sebuah daerah otonom, 

maka untuk menggali dan meningka1kan pendapatan asli daerah yang benumber dati 

retribusi daerah. perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan retribusi daerah melalui 

peraturan daerah. Penetapan kebijakan retribusi tersebut tentu didasarkan pads 

kebutuhan dan !unMan dinamika penyelenggarnan pemerintaban dan pelayanan publik 

di kabupaten Wakatobi. 

Salah satu kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi di bidang retribusi 

daerah yang tel.b menjadi produk bulrum dan ditetapkan pelaksanaannya .dalah 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

Penerapan kebijakan 1MB ini pada dasarnya bertujuan uotuk memberikan kontribusi 
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bagi peningkatan pen<lapatan asli daerah (pAD), sekBIigns mengendalikan kegiatan 

pemanfBatan roang olch berbagai kegiatan pembangunan fisik. yang dilaksanab.o oleh 

masyarakat, swasata maupun pemerinlah di Kabupaten Wakatobi. 

Walaupun telah diatur dengan Peraturan Doerah sebago; dasar hokum un!Uk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut, namun bila mencennati kenyataan 

pengimplementasian kebijakan 1MB tersebut. ada kecenderungan bahwa sasaran 

implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pelayanan izin merxlirikan 

bangnnan (1MB) di kBbupaten WakalObi belum terlaksana dengan baik dan efektif 

sebagaimana yang djharapkan. yang disebabkan oleh beberapa faktor baik langsung

maupun tidal langsung. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kontribusi penerimaan retribusi 

1MB bagi pendapatan asH daerah masih sangat keel! bahkan ada kecenderungan 

menurun dari tahoo ketahun. Dengan dernikian perlu diem faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan IMB, dalam meningkatkan 

'pendapatan asli daerah (pAD) di Kabupaten WakBtobi. 

Sebagai suatu kebijakan daerah yang sifatnya pengaturan, dalam arti mempunyai 

kelruatan. untuk dipatuhi dan ditaati o)eh seJuroh komponen masyarakat yang akan 

me1aksanakan pembangunan. mab Jreberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran 

kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh efektifitas implementasi kebijakan dan tingleat 

kualilas pelayanan yang diberikan dalam penerapannya di Iapangan. 

Dalam hal ini implementa5i kebijakan 1MB merupakan pelaksanaan Jcebijakan 1MB 

yang telah dirumuskan sebelumnya oleh pemerintah daerah, yang dijaharkBn dalam 

peraturan daerah guna mengatasi pennasalahan yang dihadapi. Efektiftias implementasi 

kebijakan 1MB tersehut memerlukan input sumber daya manusw. sebagai pelaksana, 

Slll1UJll dan PlllSarllJlll untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. komitmen pelaku-pelaku 

yang terl<ai~ standar operasionaJ prosedW' dan tingkat pengawasan un!uk mengendalikan 

dan menegakkan pelaksanaannya. lJengan demikian efektifilas implementasi kebijakan 
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ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara peIaksanaanlpenerapan kebijakan 

dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak/llasil 

yang positifbagi pemecahan masaJah yang dihadapi. 

KuaHtas pelayanan adalah bentuk pelayanan yang menekankan pada pentingnya 

pemenuhan harapan dan kebutuhan pelanggan, sehingga dapat memberikan kepuasan 

kepada pelaoggan. Kualitas pelayanan diukur dengan melihat tiogbt kesenjangan antara 

harapan atau keinginan pelanggan dengan persepsi mereka terbadap produk yang 

dihasilkan atau jasa pelayanan yang mereh terima dari penyedia jasa. Adapun indikator 

untuk mengukur kualitas pelayanan dolam pelayanan 1MB tersebuat, meliputi : 

keandalan pelayanan yang diberikan yang ditunjukkan oleh kemudahan dan 

kenyamanan pelayanan kepada pelanggan; penarnpilan fisik dan fasilitas pelayanan 

yang tersedill; ketanggapan aparat dalam melayani konsumen dengan cepat dan tepat, 

adanya jaminan dan perhatian terhadap dalam memberikan pelayanan; dan tingkat 

kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Implementasi kebijakan yang efektif dan kualitas pelayanan yang baik dalom 

melaksanakan kebijakan 1MB, secara langsung akan berdampak pada semakin 

optimalnya penerimaan potensi retribusi IMB7 yang bersumber dari retribusi kegiatan 

pendirian bangunan rumah tinggal dan bangunan jasa usoho loinnyu, boik yang 

dilaksanakan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah. Dengan demikian, 

implementasi kebijakan pelayanan 1MB tersebut alGm dapat mewujudkan sasaran 

kebijakan, yoitu meningkatkan PAD kabupaten Wokatobi. Dalam hoi ini, pengukuran 

peningkatan PAD tersebut dida.saJkan pads meningkatnya penerimaan dan kontribusi 

retribusi 1MB terhadap penerirnaan PAD kabupaten Wakatobi 

Berdasarl<an oraian tersebut, moka gambaran mengenai kerangka berpikir dalam 

peneLitian ini disajikan pads Gambar 2.1. 
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Faktor-Faktor Beroengaroh 

1. Faktor Kualitas Pelayaaao 

a. Reliability; 
b. Tangibles; 

q e. Respoosiveness; 

d. Assurance; dan 
e. EmpatL 

2. Faktor Implementasi Kebijakan 

a. Kompeteui Star; 
b. TIngkat Peligawasao; 

e. Dokungan Politik; 
d. Sanna dan Prasarana; 
e. KomDDikasi; dan 

f. Prosedur Kerja. 

Basil ImplemeDtul KebUab.n 

Meningkauy. Kontribusl 1MB Bagi 

JJ 

Gambar 2.1 BAGAN KERANGKA BERPIKlR 

Kebija"'D 1MB J
 
Perda Nomor 14 TabuD 2.005
 

ImDlemeDwl Kebiiakao 

1. Peage.ullan PemaaCaataa RUBal; 
2. PeDiDgkataD PAD. 

Berjalan Efektif [I BeIDm BerjalaD Efektif _ 

¢::J 

Efektintas Implementui 
Xebijakan 

A 

PAD Kabnpaten Wakatobi. ... 
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C.	 Definisi Konsep dao Opcrasional 

Untuk memberikan penekanan teIfladap arab penelitian ini dan sekaligus 

keseragaman persepsi, mw dikemukakan defenisi operasional penelitian. yaitu sebagai 

berikut: 

1.	 Jrnplementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) di kabupaten 

Wakatobi diartikan sebagai pemberlakuan suatu penrturan perundang-undangan di 

tengah-tengah masyarakat yang diharapkan dapat mencapai sasaran 

implementasinya, yaitu : 

8. Mengarahkan dan mengendalikan PemanfaatarJ Ruang; dan 

b. Meningkatkan PAD. 

Dengan penimbangan bahwa kedua indikator tersebut dj atas merupakan proses 

pelaksanaan kebijakan pemerintab dacrah dan bentuk hasil akhir yang iogin dicapai 

dengan dikeluarkannya kcbijakan tersebut. khususnya menyangkut retribusi izin 

mendirikan. bangunan, yang dimuJai dengan apakah kebijakan tersebut (1) 

Memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. utamanya adalah kegiatan 

pembangunan bangunan perumahan, pertokoan, hotd dan bangunan jasa lainnya 

yang dilakukan oleh masyarakat dan pengusaha properti. sebagai /)entuk partisipasi 

dan kesadaran. masyarakat Wltuk melaksanakan kewajibannya membayar retribusi 

Ir-.1B sesuai Perda Nomor 14 tabuo 2005, kemudian bagaimana (2) pelaksanaan 

ketentuan 1MB berdasarkan fakul-fakta yang ditemukan di 'apangan, utamanya 

menyangkut kepatuhan dan kesadanm masyarnkat terhadap pemberlakukan 

ketentuan mengenai 1MB maupun efektifitas pelaksanaan terhadap kebijakan 1MB 

yang dilakukan oleh instansi teknis terkail. 

2.	 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan izin 

mendirikan bangunan (1MB) daJam peneHtian ini Bdalah faktor-faktor yang 
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mempengaruhi ditempkllllllya peraturan daerah ter.;ebut di tengab-tengah 

masyarakat. meliputi : 

s,	 Faktor implementasi l:ebijakan, mencakup aspek : 

Kompetensi star; 

Tingkat pengawasan; 

DuIrungan politik; 

Samoa dan pl1lSlIIllllIl; 

Komun.ikasi~ dan
 

Prosedur KeIja.
 

b.	 Faktor Kualitas PelaylllUUl, mencakup aspek :
 

Reliability;
 

Tangibles;
 

Responsi veness; 

Assurance; dan 

Empati. 

3.	 Retribusi 1MB adalab iuran yang dilalcukllll oleb orang pribadi alau badllll kepada 

pemerintab daerah sebagai imbalan langsung alas penggunaan jasa I fasilitas yang 

disedial<an dalam proses penerbitan sertifikal 1MB. 
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BAD ill
 

METODE PENELITIAN
 

A.	 Desaio Penelitiao 

Berdasarkan nunusan masaJahnya, maka penelil:ian ini termasuk penelitian 

deskriptif kuaJitatif. y.itu melalrukan pengarn.tan terhadap aspek-aspek yang terlcait 

dengan implementasi kebijakan dan pelayanan izin mendirikan bangunan, kemudian 

mendeskripsikan aspek-aspek tersebut berdasarkan f3kta-fakta yang diperoleh dari 

lapangan. Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini. mw peneliti alan 

mengumpulbn data sesuai dengan aspek-aspek yang diteHti. yaitu aspek implementasi 

kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (1MB) dan aspek kualitas pelayanan izin 

mendirikan bangunan (1MB). 

Untuk menemukan Caleta-Caleta yang diamati mengenai implementasi kebijakan 

pelayanan izin mendirikan bangunan (1MB). maka dalam studi ini peneliti melakukan 

studi lapangan yaitu dengan cars melalrukan observasi dan investigasi melalui 

wawancara dengan informan kunci serta mengumpulkan informasi-informasi lain dalam 

bentuk tulisan-tulisan maupun laporan-Japoran yang ber3da di tempat penelirian. 

B.	 Ioforman Peoelitian 

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Tata Ruang KP3K 

Kabupaten Wakatobi, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Wakatobi, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Walullobi. Kopala Bidang Tata Bangunan, Dinas Tata Ruang KP3K 

KabupateD Wakatobi. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pads Bidang Tata 

BMgllnan. Dinas Tala Ruang KP3K Kabupaten Wakatobi, Carnal di wilayah Kabupaten 
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Wakatobi, Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dan anggota masyarakat di Kabupaten 

Wakatobi yang sudah dan belum mengurus 1MB sebanyak 12 orang. 

C.	 IDstrumeo Penelitiao 

Untuk: memperoleh data-data yang dibutuhkan. maka dalam penelitian ini peneliti 

menggunakanin~en: 

1.	 Pedoman wawancara, yaitu kumpulan daftar pertanyaan yang akan menjadi 

pedoman untuk melakukan wawancara atau tanya jawab secara hmgsung kepada 

informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini. 

2.	 Dokumentasi, yaitu data dan informasi dalam bentuk buku, Japoran dan literutur 

kepustakaap lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. 

3.	 Lembar Observasi, yaitu lembar panduan dan catatan mengenai obyek·obyek yang 

diamati pada lokasi I tempat penelitian. 

D.	 Prosedur Peogumpolan Data 

Da1ayang digunakan daJam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sejumlah informan. Adapun data sekunder 

adalah data yang diperoleb dari dokumen-dokumen dan referensi yang dianggap relevan 

dengan masalah yang akan diteliti. 

Prosedurpengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi: 

1.	 Wawancara, yakni membe:rikan pertanyaan kepada informan kunci pada lokasi 

pengumpulan data dengan wawancara terstruktur melalui instrumen daftar 

pertanyaaD yang te1ah ditetapkan dan tanyajawab secara langsung. 

2.	 Dokumentas~ yakni mengumpulkan data-dala dan informasi lain dalam bentuk 

buku atau laporan lain, serta mengkaji dan menelaah buku-buku dan liter..... 

kepustakaan lain yang ada hubungannya obyek penelitian. 
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3.	 Ohservasi, yalcni peneliti tetiun langsung ke tokasi I tempat penelitian dengan 

melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti. sehingga mendapatkan 

data-data yang faktual dari obyek lersebut 

Semua data yang dibutuhkan daIam penelitian ini dikumpulkan melalui WllWIlIlCaIa dan 

dokumenlaSi. WlIWaDCllToI dilakukan dengan bebezapa pejabat struktumI "-'si terlcati daJam 

lingkup pemerintah _ Kabupaten Wakatob~ anggota DPRD dan masyarakat selaku 

pengguna jasa yang teIab mengurus 1MB, gum unluk mengetabui sejaub mana perkembangan 

implementasi kebijakan peJayanan izin mendirikan bangunan (1MB) di Kabupaten Wakatobi. 

Ddrumentasi diIakukan dengan mengunjungi beberapa instansi pemerintah di kabupaten 

Wakalubi dengan moksud mengumpulkan data-data dan infunnasi lain yang terkait dengan 

obyek penelitian, me1iputi data jumlah bangunan, data realiasi retribusi 1MB dan data reaJisasi 

pendapatan asli daerah (pAD). 

E.	 Metode Analisis Data 

Data yang terlrumpuJ dari hasil penelitian dianalisis dengan metode deskriptif 

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk memberikan penggamharan data 

dan infonnasi mengenai kondisi faktuaJ implementasi kebijakan pelayanan 1MB dalam 

hubungannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupalen Wakatobi dan 

faktor~faktor yang mempengaruhi impJementasi kebijakan pelayanan 1MB tersebut. 

Kemudian dihubungkan dengan aspek-aspek yang telah ditentukan untuk memperoleh 

penggambaran mengenai lingkat kesesuaian impelementasi kebijakan dan pelayanan 

1MB lersebut., serta mengulrur seberapa besar kontribusi penerimaan relribusi 1MB 

terIIadap PAD Kabupaten Wakatobi. 

Agar hasil peoelitian ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan 

fukta di Japangan, maka peneliti akan melakukan langkah-tangkah sebagai beriku! : 
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1.	 Memperpanjang pengumpulan data di lapangan. Hal ini mengingat karena dalam 

penelitian kualitatif. peneliti adalah merupakan instrumen utarna dari penelitian itu 

sendiri; 

2.	 MelaJrukan observasi secara terns rneneros dan sungguh-sungguh; 

3.	 Melakukan triangu1asi dalam semua elemen penelitian, sehingga memungkinkan 

diperoleh informasi seluas-luasnya dan selengkap-Iengkapnya. langkah ini 

dilakukan untuk me1akukan pengujian keabsahan data yang telah dikumpulkan 

dengan cam: a) menguji data yang berasal dari hasil wawancara dengan data hasil 

pengamatan lapangan dan seterosnya (triangulasi metode); b) menguji infonnasi 

yang diperoleh dari seorang infonnan dengan infonnasi yang diperoleh dari 

infonnan lainnya (tl'ianguJasi somber); c) membandingkan bagaimana penuturan 

infonnan jika dalam keadaan ada orang lain dengan dalam keadaan sendirian 

(triangulasi situasi); dan d) melihat apakah ada keterkaitan penjelasan dan analisis 

stau tidak, antara satu teori dengan teori lain teIbadap basil penelitian (triangulasi 

teori). Jib. dalam pemeriksaan yang dilalrukan sebagaimana disebutkan di atas 

temyata tidak sarna jawaban infonnan atau ada perbedaan data atau inforrnasi yang 

ditemukan, mw peneliti akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga 

diketBhui informasi yang mana yang benar. 

Untuk. mengumpulkan data dan infonnasi dari setiap informan. maka peneliti 

terJebih dahulu akan mengumpulkan data identitas dari setiap informan dari instansi 

teknis terkait. kemudian mendatangi atau menemui setiq> infonnan untuk 

selanjutnyll dilakukan wawancara I tanya jawab. 

4.	 Melakukan analisis sena melacak kesesuaian dan kelengkapan basil analisis data; 

dan 

S.	 Mempelajari dokwnen-dokwnen yang relevan. 
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BABV
 

SIMPULAN DAN SARAN
 

A.	 Simpulsn 

Berda.sa.rbn hasil analisis yang diuraikan sebe]umnya, maka simpulan yang dapat 

ditarik dan basil peneJitian ini adalah sebagai berikut ; 

1.	 Implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (1MB) di Kabupaten 

Wakatobi dapat dikatakan belum berjalan efektif atau belurn sesuai yang 

diharapkan oleh pemerintah daerah. Belum efektifuya implementasi kebijakan 

pelayanan 1MB di Kabupaten Wakatobi dltunjukkan oleh belurn efektifuya 

penerapan ketentuan wajib memilild 1MB, ketentuan wajib memenuhi persyaralan 

tata bangunan dan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan 1MB, dalarn setiap 

kegiatan mendirikan bangunan maupun mengubah bangunan. Faktor yang 

menyebabkan belurn efektifnya implementasi kebijakan pelayanan 1MB tersebut 

adalah faktor irnpJementasi kebijakan yang beJum berjalan baik, meliputi 

kompetensi star yang belum memadai, tingkat pengawasan yang masih lemah. 

dukungan politik yang diberikan oleh legislatif (DPRD) yang masih lemah dan 

tingkat komunikasi yang belum berjalan baik; dan 

2.	 Kontribusi penerimaan retribusi 1MB terhadap peninglcatan PAD Kabupaten 

Wakatobi dapat dikatabn masih cukup rendah. Penerimaan retribusi 1MB yang 

dihasilkan selama empat tahun implementasi kebijakan 1MB bam mencapai 

Rp. 1.538.271.379,00, atau rnta-rata sehesar Rp. 384.567.845,00, per tahunnya 

dengan prosentase rata-rata sebesar 19,58 % per tahun. NiJai kontribusi tersebut 

dapat dikatakan belum eukup signifikan untuk memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan PAD bagi Kabupaten Wakatohi. 
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B.	 Saran 

Berdasarkan simpulan yang diuraikan sebelumnya, rnaka saran yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.	 Dinas Tata Roang, Kebersihan, Pertamanan. Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Wakatobi perJu meningkatkan kompetensi aparatur melalui kegiatan 

pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, guna menciptakan aparntur yang handal 

dan memahami tugas.oya; 

2.	 Dinas Tata Ruang, Kebersihan. Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Wakatobi perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian di 

lapangan secara ketat dan terpadu terhadap berbagai kegiatan pembangunan fisik 

yang diJaksanakan oleh masyarakat, guns meningkatkan ketaatan dan kepatuhan 

masyarakat tentang pentingnya memiliki 1MB dalam setiap kegiatan mendirikan 

bangunan; 

3.	 Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Wakatobi perlu meningkaLkan kegiatan sosialisasi tentang kebijakan 

1MB, baile melalui penyuluhan maupun melalui media massa., utamanya melalui 

media dengan jangkauan penyebarnn Juas di masyarnkat, seperti surat kabar, radio 

maupun televisi lokaJ. MelaJui langkah dan upaya tersebut maka masyarakat dapat 

mengetahui dan mendapatkan infonnasi yang jelas tentang pelaksanaan kebijakan 

1MB di Kabupaten Wakatobi; dan 

4.	 Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,. Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Wakatobi dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu hams 

mengupayakan percepatan penetapan aturan tentang standar operasionaJ pmsedur 

pengurusan 1MB sehingga aturan tersebut dapat disosia1isasikan dan dipublikasikan 

secara luas kepada masyarakat. 
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LAMPmANl 

PEDOMAN WAWANCARA
 

PeogantBr 

Pedoman wawancara ini bersifat iImiah dan tidak bennaksud untuk. menjatuhkan. 
bahkan menyudutkan. Tujuan dan wawancara ini adalah untuk. mendapatkan data dan 
infonnasi. dan sumber-sumber yang berkompeten, yang meogetahui langsung tentang 
fokus penelitian yang kami Jakukan, yaitu tentang "lmpleme1Jlasi ~hifakan Pelayanan 
kin MenJirikan Bangunan (IMB) nalam MeningkaJkan Pendopatan Asli Daerah di 
Kabupalen Wakotobr. Peron sertadan ke~asama dari Bapak/lbu sangat kami barapkan 
UDtuk keperJuan penyusunan tesis penulis. 

Identitas dan jawaban BapaklIbu akan kami rahasiakaIJ. brena itu harapan besar 
kami Bapak/lbu dapat memberikan jawaban dengan sebenar-benamya serta sejujunya 
sesuai dengan pengalaman dan penganurtan BapaklIbu. Inforrnasi yang kami dapatkan 
akan menjadi bahan berbarga guns penyeJesaian tesis penulis. Terima kasih. 

Peneliti. 

RAHMANAGUS 
NlM.015547338 
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I.	 PERTANYAAN UNTUK APARAT PEMERINTAH DAERAH 

Ideotitas Informan 

Nama
 

Usia
 

Pendidikan Terakhir
 

Pangkat I GoJongan
 

JabaIan
 

Unit Kerja
 

Pendidikan Terakhir
 

Pendidikan dan Jatihan yang pemah diikuti :
 

a.	 Diklat struktural 

............................................................................................................
 
b.	 Diklat Penjenjangan : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A.	 Faktor Implementasi Kebijakao 1MB 

I.	 Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan kebijakan pelayanan 1MB sudah saatnya 

uotuk dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi? 

Tolong jelaskan alasannya . 

....... ..,	 .
 
2.	 Menunrt BapaklIbu, apa urgensi implementasi kebijakan pelayanan 1MB di 

Kabupaten Waka'obi ? Tolong dijelaskan . 

3.	 Menurut BapaklIbu, bagaimana melihat irnpJernentasi kebijakan pelayanan 1MB 

yang dilaksanakan o]eh Dinas Tam Ruang KP3K Kab. Wakatobi maupun 

instansi terkait lainnya ? . 

4.	 Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penerapan ketentwm wajib memiliki 1MB yang 

dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang KP3K terhadap setiap kegiatan mendirikan 

bangunan rnaupun mengubah bangunan? . 
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Tolong BapaklIbu dijelaskan bagaimana realita penerapannya selama ini di 

lapangan ? . 

5.	 Menurot Bapak/lbu, bagaimana penerapan ketentuan wajib memenuhi 

persyaratan tata bangunan terhadap setiap kegiatan mendirikan. bangunan 

maupun mengubah bangunan? '" . 

Tolong BapaklIbu dijelaskan bagaimana realita penerapannya selama ini di 

lapangan ! . 

6.	 Menurut Bapakllbu, sejauh mana penerapan ketentnan sanksi teJ!ladap 

pelanggaran aturan 1MB yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang KP3K dalam 

setiap kegiatan mendirikan bangunan maupun mengubah bangunan? . 

Tolong dijelaskan ! . 

7,	 Menurut Bapak/lbu, apakah pelayanan 1MB selama ini sudah berdasaJkan pada 

kebijakan pemerintah daerah mengenai retribusi 1MB? . 

.... ...... .... .................... ................... .. ... ...... ......... ...................... .. 
8.	 Bagaiamana pandangan Bapak/lbu tenlang peranan SDM apartat dalam 

imp)ementasi kebijakan peJayanan 1MB di Kab. Wakatobi? . 

9.	 Menurut Bapakllhu, apakah kompeIensi staf yang bertugas yang men8IJNSi 

kebijakan dan pelayanan 1MB sudah memenuhi kriteria yang diinginkan ? 

Tolong dijelaskan ! . 

.... ... ... ......... ..................... ... ............... .................. .................... 
10. Tolong Bapak/lbu jelaskan sejauh	 mana langkah-langkah pengawasan yang 

sudah dilakukan dalam menunjang implementasi kebijakan 1MB di Kabupaten 

Wakatobi? ............................................................•.......................... 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

12/40679

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



147 

11. Menurur Bapak /lbu. seberapa besar dukungan politik yang diberikan, oleh pihak 

ebekutif maupun legislatif dalam implementasi kebijakan pelayanan 1MB di 

Kabupaten Wakatobi? . 

Tolong dijelaskan bagaimana bentuk dukungan politik yang diberikan oleh 

pihak-pihak tersebu1 ! . 

12. Menurut Bapakllbll, apakab sarana dan prasarana pendukung dalam 

implementasi kebijakan dan pelayanan 1MB sudah memadai atau belum ? 

Tolong dijelaskan ! . 

13. ToJong Bapak/lbu jelaskan bagaimana bentuk: komunikasi yang dilakukan untuk 

menyebarluaskan informasi tentang implementasi kebijakan 1MB ? _.._ 

14. Menurut BapaklIbu,	 5Udah sejauhmana tingkat komunikasi yang dilakukan oleh 

instansi teknis khususnya Dinas Tata Ruang KP3K dalam menunjang 

implementasi kebijakan 1MB ? Tolong dijelaska., ! . 

... ...... ..................... ... ......... ......... ... ... ...... .................. .. .
 

IS. Tolnng Bapak/Ibu jelaskan bagaimana mekanisme dan prosedur pengurusan 

ThfB yang dilaksanakan selama ini ? .......................•.......•.................... 

16. Apakab mekanisme dan prooedur pengurusan 1MB tersebut telah mempennudah 

masyarakat untuk mengurus 1MB ? , . 

Mengapa banyak masyarakat yang kurang memahami prosedur pelayanan 1MB ? 

Tolnng dijelaskan ! . 

17. Banyak masyarakat mengelub mengena; kualitas layanan dalam pengurusan 1MB 

yang relatiflambat, bagaimana tanggapan BapaJu1bu tentang hal in; ? . 

........................................,	 .
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18. Menunrt Bapak/lbu faktor-faktor apa yang menyebabkan lambatnya pengurusan 

1MB ? Tolong dijelaskan ! _ . 

19. Apakah selama ini sudah sering dilakukan sosialisi tentang kebijakan pelayanan 

1MB ? Sudah berapa kali ? . 

20. Berdasarkan	 data bangunan yang ada, mengapa banyak masyarakat yang 

mendirikan bangunan, belum mengurus 1MB ? Tolong dijelaskan! ". 

21. Menurut BapaklIbu bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus 

1MB, tolong dijelaskan ! . 

22. Menurut BapaklIbu,	 adakah kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 

pelayanan 1MB ? . 

Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan 

kebijakan pelayanan 1MB ? Tolong dijelaskan ! . 

23. Tolong Bapakllbujela,kan langkah-Iangkab apa yang akan dan ,udah dilakukan 

untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan petayanan 1MB? . 

.................................................................................................
 

B.	 Faktor Kualitas Pelay8D8D 1MB 

I.	 Menunrt Bapak I Tho, apakab pemberian pelayanan 1MB di !labupaten Wa!<atobi 

khusuSllya di Kantor yang Bapak / Ibu pimpin sudah dilaksanakan dengan tepat 

dan benar? 

Tolong dijelaskan alasannya . 

2.	 Menurot BapaklIbo, apakah dalam pemberian pelayanan 1MB di Kantor yang 

Bapakllbu pimpin sudah memberikan penampilan yang terbaik, dari segi 

aparatur peJayanan, kantor dan fasiJitasnya maupun setifIkat 1MB yang 

dihasiIkan? . 
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3.	 Menurut 8apak/lbu, sejauh mana kepekaan atau daya tanggap aparnt pada 

Kantor yang BapaklIbu pimpin dalam memberikan pelayanan pengurusan IrvIB 

sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat I konsumen yang dilayani ? 

.................................................................................................
 

4.	 ToJong BapaklIbu jelaskan, sejauhm8l18 aparat I petugas 1MB di Kantor yang 

Bapa.kllbu pimpin marnpu memberikan jaminan layanan yang baik sehingga 

dapat memuaskan harapan masyarakatlkonsumen? •................................... 

Dan apakah mereka sudah mengedepankan aspek moral dan etika dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana menwut Bapakllbu ? 

5.	 Sebagai pelayanan masyarabt, maka setiap pegawai senantiasi dituntut untuk 

bel"5ikap empati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana 

menurut Bapak/lbu ? . 

Dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam pelayanan pengurusan 1MB di 

Kantor yang Bapak/Ibu pimpin sehingga. dapat memenuhi kebutuhan 

masyaraJort, tolong dijelaskan! . 

C. KebijakaD Pelayaaaa 1MB Dalam Meaiagkatkaa PAD 

I.	 Menwut Bapak I lbu, bagaimana melihat implemen<asi kebijakan pelayanan 1MB 

terhadap peningkatan PAD kabupaten Wakatobi? Tolong dijelaskan? .. 

.......... .......................................... ..................... ...................... ....
 
2.	 Seberapo besar kontribusi penerimaan relribu,i 1MB terhadap PAD Kabupaten 

Wakatobi? .. 

3.	 Apakah jumlah penerimaan 1MB ,udab sesuai yang dengao target yang 

direncanokan ? Jilal OOlum, mengapo demikian tolong dijelaskan ! .. 
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4.	 Menurut Bapak: nbu, faktOT-faktor apa yang menyebabkan sehingga penerimaan 

retribusi 1MB helwn memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kabupaten 

Wakatobi?	 . 

5.	 Menunrt Bopak /lbu, Iongkah-Iongkah dan upays-upoyo opo yong perlu dilllkukon 

agar implementasi kebija1can pelayana 1MB dapat memberikan kontribusi terhad2.p 

peningkoton PAD Kabupaten WlIkotobi ? .............................................•...
 

.... ... ......................................................... ............ ...... ............... ..
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It	 PERTANYAANUNTUKMASYARAKAT IPELANGGAN 

Identitas Informan 

Narna
 

Usia
 

Pendidi1am Terakhir
 

PekeIjaan
 

Alarnot
 

Faktor Implementasi Kebijakan daD Kaalitas Pelayaoan 1MB 

1.	 Apakah BapaklIbu tabu tentang 1MB ? 

2.	 Dari mana Bapak I Ibu mengetabuinya ? 

3.	 Apakah Bapak: / Thu pemah mengikuti sosialisasi 1MB ? 

4.	 Menurut Bapak / Ibu, apakah sosialisasi 1MB yang dilakukan oleh Dinas Tala 

Ruang KP3K Kab. Wakatobi sudah cukup efektif? Bagaimana tangapan Bapak / 

lbu, tolong dijelaskan . 

5.	 Apakah Bapak/lbu sudah paharn tentang pentingnya mengurus 1MB? 

6.	 Sebagai warga negara, apakah Bapakllbu sudah mengurus 1MB ? Jika sudah, 

apakah Bapak puas dengao pelayanan aparat? . 

Jika belum kenapa ? Tolong dijelaskan ! . 

Apakah bangunan yang Bapaklibu dirikan sudah memenuhi ketentuan persyaratan 

tata bangunan yang ditetapkan daJarn Perda ? Tolong dijelaskan ! . 

............................. - -	 .
 

7.	 Menurul aapaklIbu, apakab masyarakat lainnya di sekitar lingkungan aapak Ilbu 

tinggul sudah tabu dan paham tentang pentingnya horus mengurus 1MB ? ....•........ 
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8.	 Apakah BapaklIbu mengetahui prosedur pengurusan 1MB ? Bagaimana, toloog 

dijelaskan ! _ , 

9.	 Menurnt BapaklIbu apakah prosedur pengurusan 1MB cukup jelas ? ToJong 

dijelaskan ! '" 

10. Bagaimana menurut	 BapaklIbu mengenai kualitas aparat I petugas Dinas Tata 

Ruang dalam memberikan pelayanan 1MB ? . 

Jl.	 Menurut BapaklIbu, bagaimana pelayanan 1MB selama ini di Dinas Tata Ruang 

KP3K Kabupaten Wakatobi, jika dilihat dari tampilan fisik fasilitas dan 

perlengkapan yang dimiliki? Tolong dijelaskan ! o. 

12. Menurot BapaklIhu, apakah aparat Dinas Tata Ruang KP3K sudah memberikan 

pelayanan yang segera sesuai yang dijanjikan dan memuaskan dalam pengurusan 

Jlo.1B ? Tolong dijelaskan ! . 

l3.	 Tolong BapaklIbu je1askan. apakah petugas pelayanan 1MB tanggap terhadap 

harapan masyarnlmt akan pelayanan yang baiX. dan mudah. ? . 

14. Menurnt	 BapaklIbu, apakah petugas pelayanan 1MB sudah memberikan jwninan 

layanan yang baik sesuai yang dinginkan masyarakat? Tolong dijeJaskan ! . 

IS.	 Tolong BapaklIbu jelaskan, apakah. petugas pelayanan 1MB mampu memahami 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang mudah ? Tolong dijelaskan ! . 

16. Tolong BapaklIbu jelaskan kendala-kendala apa yang dibadapi	 dalam pngurusan 

1MB ? ••.•............•.••••.•••••••..................•.•••.••••••.••••••••••••••••••••.•••••••••• 

17. Apa barapan Bapak/1bu	 kepada pemerintah daemh khususnya dalam proses 

pengurusan 1MB? •••.........•••••••.•.•.......................••.•.•••••••.•.••••••...•••.•• 

Terims kasill aJos 1IUISuktlll dan jawabannya 
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LAMPIRAN2 

TRANSKRIPHASIL WAWANCARA 

KaIau mengamati dinamika pembangunan dan 
KP3K Kab. Wakatobi 
Kepala Dinas Tata Ruang 

meningkatnya animo masyarakat dalam membangun. maka 
kebijakan tentang 1MB yang ditetapkan melalui Perda 
Nomor 14 Tahun 2005 sudah saatnya untuk 
diimplementasikan secara efektif di kabupaten Wakatobi. 
Karena secara riil di lapangan, perkembangan dan 
pertwnbuhan bangunan yang telah menyebar tidak saja di 
wilayah ibukota tapi juga diluar wilayah ibukota 
mernpakan JXltensi yang cukup signifikan bagi penerimaan 
retribusi 1MB. 

Dalam rangka mewujudkan ketertiban bangunan, 
khususnya dalam upaya memelihara dan menata wajah 
kawasan perkotaan, maka diperlukan upaya peningkatan 
pelayanan dalam bentuk pengawasan dan perizinan 
bangunan. Penerbitan 1MB bertujuan untuk memberikan 
kepastian hukum, kenyamanan dan keamanan kepada 
masyarakat pemilik bangunan, karena dengan memiliki 
1MB berarti suatu bangunan telah memenuhi WlSur 
kelayakan dari aspek teknis, ekologis dan administmsi 
untuk dibangun. Disamping itu, penerbitan 1MB juga 
bc:rtujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam 
penerimaan pendapatan asH daerah (PAD) yang bersumber 
dari retribusi 1MB. 

Jib mengkalkulasi potensi obyek retribusi 1MB dari 
banyalrnya kegiatan pembangunan fisilc saat ini. maka 
kedepan penerimaan retribusi 1MB meropakan salah satu 
sektor yang diandalkan sebagai penyumbang besar bagi 
penerimaan PAD di kabupaten Wakatobi. Karena itu dalarn 
implementasi kebijakan pelayanan 1MB barus dilaksanakan 
seoptimal mungkin. 

Sudah jelas diatur dalam Perda bahwa setiap orang. badan 
bokum manpun instansi pemerintah yang akan mendirikan 
bangunan seharusnya menguros 1MB terlebih dahu1u 
sebeJum mereu melaksanakan kegiman pembangunannya, 
kartma sertifikat 1MB tersebut menjadi dasnr yang 
melegalkan bangunan yang mereka dirikan. 

Memang ketentuan wajib memiliki 1MB ini sudah kami 
ternpkan, Wal311pUD realita yang tetjadi selama ini belurn 
sesuai yang karui harapkan karena masih banyak bangunan 
yaog didirikan tetapi tidak memiliki 1MB. Tapi saya rusa 
itu wl\iar karena anuan inikan belurn lama diterapkan baru 
sekitar 4 tahun, jadi masih banyak masyarakat yang belum 
m ui dan memahami aturan ini. 
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NO. " INFORMAN 

SesuW alurnn dalam Perda maka setiap bangunan yang 
didirikan baik yang dilaksanakan oleh rnasy<U'Bkal maupun 
inst.an.!li pemerintah harus memenuhi persyarntan teknis dan 
administrasi. Dan selama ini kami cukup hati-hati, karena 
kalau persyaratan lersebut ridak dipenuhi maka kami tidak 
akan memproses IMB-oya. 

K.aJau bicarn aluran seharusnya setiap bangunan yang 
didirikan hams memenuhi persyaratan tcknis bangunan, 
walaupun realita yang terjadi selama ini masih banyaJc: 
bangunan yang melanggar aturan garis sempadan dan 
KDB, karena rata-rata masyarakat tidak mengurus 1MB 
ketika mendirikan bangunan. Karena ilU kami tetap tegas 
untuk tidak memproses 1MB pada bangunan yang 
melanggar persyaratan teknis maupun administrasinya. 

Dalam Perda memang sudah diatur Ientang pengenaan 
sanksi bagi setiap bangunan yang melanggar ketentuan 
1MB, tapi yang kami lalcukan selama ini masih bersifat 
pembinaan saja dan belum ada tindakan-tindakan keras, 
misalnya kami datang ke lokasi atau kami panggil mereka 
menghadap ke kaRtm 1alu kami berikan peringatan dan 
tegunm. 

Tanggung jawab tcknis ada pada DiDos kami jadi selama 
ini kami selalu berupaya untuk memberikan kemudahan 
kepada masyarakat dalam pelayanan 1MB ini, dan ini saya 
sudah tckankan kepada para aparat saya baik dalam 
memberikan pelayanan di kantor maupun dalam bertugas di 
lapangan agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Melihat realisasi jumlah penerimaan retribusi 1MB selama 
ini memang masih jauh dari sasaran yang diharapkan, baik 
sec:ara kuantitas maupun secara kuaJitas. karena jumlah 
penerimaan yang dihasilkan belum sebanding dengan 
polensi obyek retribusi 1MB yang ada di Kabupaten 
Wakatobi. 

Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab daJarn 
implementasi kebijakan 1MB terotama menyangkut 
penataan dan pengendalian bangunan. maka tentu Dinas 
kami harus didukung stafyang memiliki kompetensi teknis 
mcmadai. 

Memang untuk. saal ini kompetensi star pada dinas kami 
memang masih belum mencapai standar dan kriteria yung 
dibarapkan, bahkan ini juga masih ditambah dengan 
minimnya jumlah personil staf yang dimiliki dinas kami, 
sehingga ini menjadi salah satu kendala yang kami hadapi 
dalam mengimplementasikan kebijakan 1MB. 
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Kepala Dinas Pendapatao, 
Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kab. Wakatobi 

Selama ini kami sudah melakukan langk.ah~langkah 

pengawasan melalui kegiatan monitoring bangunan 
waIaupun ini sifatnya masih belum intens dan masih 
terfokus pada wilayah ibukota, karena kami masih 
sesuaikan dengan ketersediaan sumber daya staf yang ada 
pada dinas karoL 

Sejauh yang saya ikuti dalam setiap kali mengikuti rapat di 
DPRD. jarang sekali kami mendengar pemyataan dan 
pandangan dari anggota DPRD yang menyoroti bagaimana 
implementasi kebijakan 1MB. 

Terus ternDg selams ini bapak Bupati mempunyai perhatian 
sangat tinggi terhadap kebijakan 1MB. Datam setiap rapat 
dan pertemuan beJian sering menegaskan agar instansi 
teknis terkait, khususnya Dinas Tata Ruang KPJ K harus 
menegakkan ketentuan mendirikan bangwwt utamanya 
menyangkut ketentuan garis sempadan. 

Pada dlL'lamya ketersediaan sarana dan prasarana pada 
Dinos kami sudah cukup memadai Wltuk mendukung 
implementasi kebijakan IMB. Namuo dcmikian. untuk 
meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kami kedepan 
masih perIn penambahan beberapa sarana lagi sepeni 
perlengkapan kantor dan utBmanya keodanwt opelBSional 
lapangan yang sangal kami butuhkan untuk melakukan 
patroli pengawasan dan pemantauBn bangunan. 

Bentuk kegiatan yang sudah kami lakukan untulc 
menyebarluaskan infonnasi dalam bubungannya dengan I 
pelaksanaan kebijakan 1MB ini adalah me1alui sosialisasi 
stau penyuJuhan di riap kecamatan. juga melalui 
pemasangan papan infonnasi 1MB yang kami pasang di 
seluruh ·.vi.layah keeamatan di kabupaten Waklltobi. 

Pads dasamya kam.i berupaya uutuk menerapk:an prosedur 
yang dapat m~pennudah masyarakat untuk menguros 
1MB dan prinsipnya sepanjang pennohonan yang diajukan 
sudah memenuhi persyaratan yang ditetap kami langsung 
memprosesnya secepm: mungkin. 

Setiap kebijakan daernh tentu kalau sudah ditetapkan 
seharusnya secepatnya diimpelementasikan di 1apangan 
schingga masyarakat dapat memahaminya Jadi kalau 
melihat laju pembangunan di kabupaten Wakatobi sekarang 
ini, mernang sudah saatnya diikuti dengan penerapan 
kebijakan 1MB kepada seluruh masyarakat. 

Bagi k.ami, semua itu merupakan peluang untuk 
menggenjot PAD kabupaten Wakatobi., apalagi dengan 
kondisi alam kabupaten Wakaiobi. yang serba terbatas. jadi 
memang kits harns memaksimalkan patensi yang ada 
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NO. INFORMAN . ~:. 

Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kab. 
Wakatobi 

Selama ini realisasi penerimaan retribusi 1MB hampir 
setiap tahunnya belurn mencapaj target dan sasaran yang 
ditetapkan sehingga samplli saat ini belum mampu 
memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan 
PAD Kabupaten Wakatobi. 

Saya kim pemerintah khususnya instansi teknis harus lebih 
konsisten karena dalam Perda sudah jelas aturannya kalau 
setiap bangunan yang &dirikan hams rnemiliki 1MB. 

Menurut saya sederbana saja, wena saya hooys melihat 
dari sisi minimnya realisasi penerimaan retribusi 1MB 
selwna ini, dan itu sudah jadi ukuran kalau penerapan 
keten1uan ten;ebut beturn berjalan efektif. 

Kita hams mengacu pada aturnn yang ditetapkan karma 
dalam Perda sudah tegas diatur. bahwa setiap bangunan 
yang didirikan ada persyaratan-persyara18n yang hams 
dipenuhi. misalnya harns memenuhi atunm garis sempadan 
jalan dan tidak mern'bangun padajalur hijau. 

Sebagai aparat pemerintah sedikit banyak kami paham 
tentaDg aturan mendirikan bangunan, jadi menWllt saya 
penerapan ketentuan tersebut berjalan efektif, bahkan 
sec.ara kasaf. mata bisa dilihat banyak sekali bangunan yang 
melanggac atUTaIl garis sempadan jaJan, karma mereka 
membangun terlalu dekat denganjalan. 

Kalau penerapan sanksi tersebut dilaksanakan secarn tegas 
saya rasa tidak aka ada bangunan yang melanggar atwa1l 

1MB dan sudah pasti penerimaan retribusi 1MB kita. akan 
meningkat teros setiap tahunnya. 

Pada dasarnya kami sebagai aparat pemerintah selalu 
bcrupaya UDtuk memberikan pelayanan yang baik kepada 
masyarakal. jadi semus itu kembali lagi kepada masyarakat 
yang meniJainya. Dan saya msa. instansi teknis terkait akan 
bc:rupaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan agar dapat 
ruemberikan pencapaian yang maksimaJ. 

Saya msa kebijakan 1MB tersebut sudah saatnya untuk 
direrapkan di lapangan. Wakatobi inikan kabupaten barn,. 
jadi hams ada percepatan-percepatan yang dilakukan, 
karena seriap kebijakan daerah yang dibuat oIeh pemerintah 
daerah tentu demi mendukung kemajuan dan kelangsung 
pemerintahan dan pernbangunan daerah. 

Sebagai daerah otonom, yang terpenting adaJah bagaimana 
kita mampu menjadi daerah yang mandiri, brena itu 
kebijakan 1MB yang diimplementasikan di Kabuparen 
Wakatobi diharapkan akan mendukung peningkatan 
penerimaan daerah yang berswnber dari PAD. 
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Berdasarkan data yang ada pada kantor kami, realisasi 
penerimaan retribusi 1MB selama ini masih didominasi dati 
kegia1an proyek-proyek pemerintah sedangkan penerimaan 
retribusi 1MB dari kegiatan pembangunan yang 
diJaksanakan masyarnlat masih sangat minim. Bahkan 
secant keselwuhan jumJah penerimaan retribusi 1MB belum 
sesuai target yang diharapkan. 

Perda 1MB inikan sudah kurang lebih 5 tabuo ditetapkan, 
jadi sudah saatnya pemerintah daerah. uotuk bersikap tegas 
melaksanakan ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan, 
dan sudah jelas aturannya setiap bangunan yang didirikan 
wajib memiliki rMB. 

Sayn rasa penerapan ketentuan wajib memiliki 1MB ini 
belum berjalan baik, wena selama ini permohonan 1MB 
yang kami proses setiap tahunnya masih sangat minim jika 
dibandingkan dengan kegiatan pembangunan yang ada 

Dalam Perda sudah ditetapkan ketentuan wajib memenuhi 
per.;yaratan tata bangunan. jadi aturan tersebut sudah hanJs 
diterapkan seeara tegas. lni penting untuk menghindari 
terjadinya penyimpangan dalam mendirikan bangunan. 

Saya rasa Dinas Tata Rllang seJama ini tidak: tegas dalam 
menerapkan ketentuan persyamtan tata bangunan, coba 
lihat dimana-mana banyak bangunlDl berdiri yang tidak 
sesuai dengan garis sempadanjahm, itukan gambaTan kalau 
aturan tersebut belum beljalan secara efektif. 

Seperti yang saya Wlg.kapkan tadi. dimana-mana banyak 
bangunan yang melanggar aturan garis sempadan jalan, 
apaJagi rnta-nda bangunan itu juga tidak memiliki 1MB. 
Berm1i selama ini Dinas Tata Ruang masih belum tegas 
dalam menempkan sanksi terltadap setiap pelanggaran 
atwanIMB. 

Selama ini kami ber.;ama dengan Dines Tata Ruang selaku 
instansi teknis telah berupaya untuk memenuhi bampan 
masyarakat akan pelayanan yang baik dalam pengurusan 
1MB, karena memang sudah menjadi kewajiban kami 
sebagai aparat pemerintah. WalaupWl hasil-hasil yang kami 
capai selama ini belum sesuai yang diharapkan, lcarena 
memang masih banyak keterbatasan yang kami milikL 

Harus diakui bahwa Bupati mempWlyai perhatian serius 
terhadap peJaksanaan kebijakan 1MB ini. Setiap melihat 
ada kegiatan pembangunan barn di wilayah kota uwnatlya 
di lokasi-lokasi strategis beliau langsung menghubungi 
saya dan menanyakan peri.hal izin bangunan te:rsebut, 
bahkan bupati juga mengimtruksikan supaya menertibkan 
bangunan-bangunan yang rnelanggar scrta me:ningkatkan 
koordinasi dengan Dinas TataRuangKP3K dan Satpol. PP. 
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NO. INFORMAN . P:ERNYATAAN 

Walaupun belum ada prosedur baku a1au SOP dalam 
pengurusan 1MB, namun pro.seduc yang kami terapkan 
dalam pengurusan 1MB selama ini cukup jelas dan 
transparan dan tidak berbelit-belit sehingga mudah 
dipahami oteh masyarakat. Karena tugas kanti hanya 
memproses keluamya sertifikaf 1MB, biasanya setelah 
berkas dan rekomendasi kami lerima dari Dinas Tata 
Ruang, maka kami langsung proses secepatnya. 

4 Kepala Bidang Tata 
Bangunan, Dinas Tata 
Ruang KP3K Kab. 
Wakatobi 

Saya rasa dengan perkembangan kegiatan pemhangunan 
yang demikian pesat di Kab. Wakatobi saat ini, tentu sudab 
saatnya kebijakan tentang 1MB diimplementasikan di 
lapangan, karena tingkat kesadaran masyarnJuD di sini 
umumnya masih rendah untuk mendirikan bangunan secara 
teratur dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. 

Kalan melihal pertumbuhan bangunan yang sudah 
menyebar dimana-mana mw ini haros diihlri dengan 
langkah-langkah penataan dan pengenda1ian secara cepat 
bahkan hal ini juga harns ditangkap sebagai peluang untuk 
menggali sumher peneriinaan PAD bagi Kab. Wakatobi. 

Ya. wItuk saa1 ini memang pelaksanaan kebijakan 1MB ini 
belum beIjalan sesuai yang diharapkan, apalagi kalau 
ukunumya kontribusinya penerimaan 1MB untuk PAD Kab. 
Wakatobi memang masih jauh dari yang diharapkan, tapi 
kita juga harns sadar karena Wakatobi ini adalah daerah 
barn dan bukan hal mudah untuk merealisasikannya di 
lapangan, tapi saya rasa ke depan kebijakan 1MB ini sangat 
potensial untuk mendukung peningkatan PAD Wakatobi. 

Sesuai atwan seharusnya set.iap kegiatan pembangunan 
yang diJaksanaklUl oleh masyarakat maupun pemerimah, 
baik mendirikan bangunan barn maupun mengubah 
blDlgunan yang sudah ada itu barus memiliki 1MB dulu 
sebelum memulai kegiatan pemblDlgunannya, hal ini untuk 
menghindari penyimpangan pemlUlfaatan ruang sehingga 
kegiatan pembangunan yang dilakukan akan lebih terarah 
dan sesuai dengan rencana tala mang. 

Memang kenyataan sclama ini masih be1um semai yang 
lcami harapkan karena masih banyak bangunan ylUlg belwn 
merniliki IMB, tapi sebagai instansi tekn.is inilah tantangan 
yang haNS kami pecahkan. karena itu ke depan secara 
bertahap kam.i akan tegas menempkan aturan tersebut. 

Sc:1ama ini kami cukup tegas dan bermain sesuai aturan 
dalam pengwusan 1MB, setiap kegiatan pembangunan baik 
yang diJaksanakan oleb masyamkat maupun instansi 
pemerirrtah harns memenuhi persyaratan ta1a bangunan 
yang ditetapkan, ka:rena kami tidalc ingin ada masyarakat 
yang dirugikan wens kesalahan mereka sendiri kerika 
mendirikan an. 
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NO. INFORMAN ..' ".. .' . ,PERNYATAAN 

Sebagai aparnt kami sudah berupaya untuk menerapkan 
persyaratan teknis dalam mendirikan bangunan, walaupun 
dalam kenyataannya masih banyak bangunan yang tidal: 
memenubi per5Yarn1an teknis yang ditetapkan. ladi kami 
kembalikan kepada masyarabt untuk menilainya karma 
pada dasamya kami hanya mengatur agar lebih tertib dan 
tmata bail, sementara yang memanfaatkan bangWlaD dan 
lingkungan tersebut adaJah masyurukat sendiri. 

Untuk sekarang ini memang bisa dikatakan karni masih 
belurn tegas dalam menerapkan sanbi terhadap 
pe1anggaran ketentuan 1MB, masalahnya bagaimana kami 
mau menerapkan sanksi tegas kepada masyarakat kalau 
kenyataannya selama ini bukan hanya bangunan 
masyarnkat yang melanggar tapi juga bangunan milik 
pemerintah bahkan bangunan para pejabat pemerintah, 
yang seharusnya merek.Blah yang memberi contah kepada 
masyarakat, jadinya kami serba sulit, paling-paling kami 
hanya rnemberikan tegurnn saja. 

Sebagai langkah awal untuk menarik minat masyarakat 
untuk mengwus 1MB adalah karoi berupaya untuk 
memberikan pelayanan yang sebaik-bailmya dan semudah
mudahnya kepada masyaraka1. karena kami sadar Wakatobi 
ini daerah ban! jadi masih banyak masyarakat yang tidak 
paham dan sadar tentang penlingnya mengurus 1MB. 

Kapasitas personil staf yang ada di bidang kami masih 
cukup terbatas untuk melBksanakan kebijakan 1MB, tjdak 
saja kuaJitasnya tetapi juga kuantilasnya. Rata·ra1II pegawai 
yang ada di bidang kami masih minim pengalmnan dan 
pengetahuan karena umumnya mereka pegawai banJ. 

Sclmna ini bapak Bupati mempunyai perhHtian sangal besar 
te:rhadap pelaksanaan kebijakan 1MB ini, terutama 
menyangkut penegasan ket.entuan aturan garis sempadan 
dalam mendirikan bangunan khususnya terhadap bangunan 
yang didirikan pada mas jalan utama dan kaWaslill 

pcngembangan banJo 

Saya rasa pihak legislatif belum memperlihatkan dukungan 
yang serius terhadap pelaksanaan kebijakan 1MB, 
masalahnya selwna ini pihak leg.ishrtif lebih banyak 
mengkritik kami dari pada memberikan solusi yang tepa!, 
malah kami selalu disudutkan bila ada keluhan dan 
pengaduan dari masyarakat mas langkah·langkah 
penegakan aturnn yang kami lakukan. 

Sejak kebijakan 1MB ini ditetupkan tahun 2005, banJ satu 
kali kami melaksanakan sosialisasi pada tiap kecamatan. 
Kami juga sudah memasang papan infonnasi 1MB 
sebanyak 16 buah, naDlun karena jumlahnya terbatas maka 
nriol'itas kami adalah masih di wilavah ibukota. 
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. 

Carnal Wangi-Wangi 

SeJama ini bun.i telah mencoba menempkan prosedur yang 
meroudahkan masyarakat daJam. pengurusan 1MB ini, dan 
kami juga sudah melakukan koordinasi dengan instansi
insIansi yang terXait dengan pengurusan 1MB, seperti 
keJurahan, kecamatan dan. Kantor PeriDnan. 

Saya kim, kalau gambarannya perkembangan kegiatan 
pcrobangan eli witayah ibukota saat ini, tcntu sudah saatnya 
kebijakan 1MB ini diimpele:mentasikan eli Kabupaten 
WEtbtobi karena kalau tidalc. maka Ice depan kita akan 
menghadapi banyak kendala dalam me1akuk:an penataan. 
kola dan wilayab. 

Kita geJllua tahu. itu merupakan kebijakan yang sangat 
penting daJam mengendaJilcan kegiatan pembangunan fisik. 
Yang t.erpenting adalab bagaimana kita menegakkan aturan 
di masyarakat tcntang ketentuan rnendirikan bangunan 
utamanya menyangkut atunm gans sempadan da]am 
meodirikan bangunan. Apalagi dengan kebjjakan tersebut 
ada PAD yang dihasilkan untuk daerah ini. 

Atumnnyajelas karena sudah ditetapkan dengan Perda. Jadi 
harus tegas dilaksanakan, setiap bangunan yang didirikan 
wajib memiliki 1MB. Semua itu juga lmtuk kepentingan 
daerah dan masyarnkat 

Terns lcraDg hal ini sudah menjadi kelahan kami seJama ini 
karena kalau melihat kegiatan pembangunan di wilayah 
kami ysng begitu pesat bahkan di mana-mana saya lihaJ: 
banyak bangunan berdiri tapi kenyal8allDya jarang seka1i 
masyarakat yang datang memima rekomendasi 1MB di 
kmrtor ketika akan mendirikan bangunan, kaIaupWl ada j tu 

banya sebagian kecil saja. 

Setiap 8lUran yang dibuat pada dasarnya un!uk kepentingan 
daerah dan masyarakat juga. Sarna halnya dengan 
ketentuan wajib mcrnenuhi persyaratan 1atB bangunan 
tujuannya agar kegiatan pembangunan dapat lebih terBrah 
dan terkeodali. 

Saya me1ibat Dinas Tata Ruang belurn tegas menerapkan 
~ teknis dalam pemlunln 1MB ini, Icarena 
kenyBt$8l1Dy.lI banyak sekaIi bangwum yang melanggar 
atunm garis sempadan dan jalur hijau, padabal selama. ini 
kami sering melaporkan setiap pcrmasalahan yang terjadi 
di1apmgan 

sebagai kepala wilayab saya cuIrup memahami kondisi dan 
pcrmasalahan di lapangan, tapi sampai sekanmg belum 
tcrlihat lindakan. tegas yang dilskukan oleh Dinas Ta1a 
Ruang tcrhadap kegiatao pembangunan yang melanggar 
8lUran 1MB. 
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Saya kira diem otonomi daerah saat ini sebarwnya aparat 
pcmerintah hams marnpu menunjukkan sikap profesional, 
poling tidak bagaimana memberikan pelayanan yang baik 
kepada masyarakat. Dan selama ini jarang sekali ada 
keluban dari lD8.9yarakat saya menyangkut pelayanan dalam 
pengurusaD 1MB. kaJau ada keluban paling-paling masaJah 
karena roereu kurang paham prosedur pengurusannya 

Selama ioi kami melihat Dinas Tata Ruang belum secara 
scrim melakukan pengawasan yang ketat dan tegas di 
lapangan, padahal sebagai instami teknis yang bertanggung 
jawab dalam pe1aksanaan kebijakan 1MB seharusnya 
kegiatan pengawasan ter.;ebut rutin dilakukan karena 
me:rupakan tugas pokok mereka. 

Memang kebijakan 1MB ini harns mulai diterapkan secarn 
tegas dari sekanmg. Jangankan kita bicara di wilayah 
ibukota, di kecamatan Tomia TmlUr ini saja pertumbuhan 
bangWl8Jl sangat pesat, karma itu mulai sekarang kita 
sudah hams melakukan pen..... lerlladap bangunan
bangWlaD yang ada ' 

Carom iamie iimur 

Saya kira harnpir semua daerah menerap1can kebijakan 
tentang 1MB ini, karena memang kebijakan ini sangat 
pcnting untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan 
pembangunan agar tidak kurnuh dan semrawut, bahkan 
merupakan sumber penerimaan PAD yang sangat potell'iial. 

Karena sudah ada dasar hukumnya, seharusnya kita teges 
menempkan aruran wajib 1MB ini terhadap :;;etiap kegiatan 
mendirikan bangunan. 

Kalau ukurannya di wiJayah saya, menunrt saya penerapao 
atunm ini belwn berjalan baik sesuai yang dibampkan 
kBrena nyatanya rata-ram bangwlan yang sudah berdiri itu 
beJum mcmiliki 1MB. 

Sudah sebarusnya setiap bangunao yang didirikan hams 
memc:oubi persyamtao teknis, karena semua itu III1tUk: 
keamanan dan kcnyaman pemilik bangunan. apalag,i 
keteutuan sudah matur dulam Pcrda, jadi instBnSi teknis 
harus tegas melaksanakan aturan ttnebut. 

Ka1au lihat kmyataannya di lapangan soya pikir penC1'1lpart 
kcteDtuan bahwa setiap bangunan yaog didirilcan hams 
mcmenubi per.Jyarat8D tems, selamo ini belum berjalan 
efekti~ buktinyo banyak bongunan yang melanggar otunm 
gsris sempadan. 

Saya pikir. kalau instans.i te.knis betul-betul tegas 
menerapkan aIW'8Jl sanksi bItgi yang melanggar etunm 
1MB, maka tidal mungltin aImn terjadi penyllnpangan 
terbadap aturaD mcndirikan bangtmao seperti yang banyalc. 
t •adi sekaran ini. 
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Kebijakan 1MB inikan sangat penting daJam mengarahkan 
pelaksanaan pembangunan di daerah ini, jadi sudah 
seharusnya juga diikuti dengan pemberian pelayanan yang 
baik dari pam aparat pads. instansi terkait. tapikan tolak: 
ukumya ada pada masyarakat. 

Sejauh ini instansi teknis terkait khususnya Dinas Tata 
Rwmg KP3K jarang sekali melakukan pengawasan 
lapangan di wilayah kami. dan ini juga sebetu1nya yang 
menjadi penyebab masyarakat tidak mengurus 1MB ketika 
mendirikan bangunan. Seharusnya Dina9 Tata Ruang 
KP3K muJai memaksimalkan pengawasan bangunan di 
lapangan mengingat pesBtnya pembangunan fisik di 
kecamatan Tomia TImur saat ini, terutama di sekitar 
kawasan ibukota. 

7 Kepala Seksi Pengawasan 
dan Pengendalian. Dinas 
Tala Ruang KP3K Kab. 
Wakatobi 

Memang swiah seharusnya kebijakan 1MB 1m 
diimplementasikan dari sekanmg, bahkan kalau melihat 
laju pem'bangunan sekarang ini bisa dikatakan kita sudah 
terlambat me1aksanakannya di lapangan. 

Pada dasamya ada dua aspek penting dalam penempan 
kebijakan 1MB ini, pertama melakukan penataan dan 
pengendaJian banguoan di Kabupaten Wakatobi baik secara 
teknis maupun ekologis, dan kedua meningkatkan 
penerio:w.an PAD dari retribusi 1MB. 

Dalam Perda sudah jelas diatur bahwa setiap orang atau 
badan hukum dan pemerintah yang akan mendirikan 
bangunan wajib mern.iliki 1MB. Karena itu. sebagai instansi 
teknis maka sudah tugas kami untuk menerapkan ketentuan 
tersebut di lapangan. 

Kenyataan di lapangan memang masih banyak bangunan 
yang belum memiliki 1MB tapi ke depan kami terus 
bcnJpaya menumbuhkan kesadaran masyarakal untuk 
menaati ketentuan wajib memiJiki 1MB tersebul 

Sebagai instansi teknis tentu kami berupaya agar setiap 
bangunan yang didirikan sesuai dengan persyaratan teknis 
yang berlaku, karena atunm tersebut sudah diamanatkan 
daJam Perda. 

Memang kenyataan di lapangan masih banyak: teIjadi 
pelangganm terhadap ketentuan penyaratan teknis 
bangunan. utamanya menyang.kut aturan garis sempadan. 
Ini karena, kebanyakan masyamkat tidak ber:konsultasi dulu 
kepada kami ketika akan mendirikan bangunan 

Memang bisa dikatakan selama ini kami belum tegas 
mmerapkan sanksi terhadap pelangganm aturan IMB, ini 
juga karena keterbatasan prasarana dan sumber daya yang 
kami miliki. 
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Realisasi penerimaan retribusi 1MB yang dihasilkan selama 
ini memang masih jauh dari yang diharapkan, sehingga 
nilai konbibusi 1MB untuk PAD Kab. Wakatobi masih 
relatif rcndab, tapi ke depan kwni optimis akan mampu 
mencapainya karena saat ini mulai tumbuh kesadaran 
masyamkal: untuk meogurus 1MB. 

Saya kim keberhasilan pelaksanaan kebijakan 1MB ini 
tidak terlepas dari dukw1gan sumber daya 8paratur yang 
mcmadai, baik secara 1ruaIitas D18UpUD kualitas. 

Memang. salah satu kendala yang kwni hadapi selama ini 
adalah terbatasnya personil star yang memiliki kompetensi 
mcmadai, sehingga sampai sekarang kami belum mampu 
melaksanakan kebijakan 1MB ini secam maksimal di 
lapangan. 

SeJama ini tingkat pengawasan yang kami lakukan untuk 
meochoomg implementasi kebijakan 1MB masib belum 
ketat dan tegas, k:arena kegiatan pcngawasan yang tami 
lakukan masih lebib be:sifut monitoring sehingga belum 
folms dan terarah. 

Sarana dan pmsanma yang lersedia saat ini sudah cukup 
untuk mendukung peJayanan 1MB di kaPtor kmni. Tapi 
untuk mendukung tugas-tugBS kami di lapangan, kami 
masih membutuhkan kendaraan operasional, yang selama 
ini menjadi kendala kam.i untuk melakukan pengawasan 
secam intens dllapangan. 

Sejak kebijakan 1MB ini ditetapkan tahun 2005, barn sam 
kali kami melaksanakan sosialisasi pada tiap kecamatan.. 
Kami juga sudah memasang papan informasi 1MB 
sebanyak: 16 buah, namun karenajumlahnya terbatas mw 
prioritas kami adalah masih di wilayah ibukota. 

Selama ini kami telah dan selalu berupaya untuk 
membc:rikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat 
dalam pengurusan 1MB. karena selama ini masih banyak: 
masyaraka1 yang belum memahami pentingnya mengurus 
1MB. Jadi kam.i berupaya membangun simpati dan 
pcrbatian masyaraksr: untuk man mengurus 1MB. 

Selama ini boleh dikatakan tingkat kepedulian masyarakat 
untut mengutU5 1MB masih sangat rendah. Mungkin ini 
ada hubungannya kurangnya pemahaman dan pengetahuan 
mereka tentang t'ungsi 1MB maupun rendahnya tingkal: 
komunikasi yang kami lakukan selama ini. Umumnya 
m~ yang sudab mengurus 1MB selama ini adalah 
peg8wai yang bekcja di instansi pemerintah daerah. UNIV
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8 Subardin Bau, S.Pd.•M.Si. f 
Anggota DPRD Kob. 
Walcatatobi 

Sebagai mitra pemerintah daerah tentu kami mengharapkan 
kepada pihak pemda agar segala kebijakan yang telah 
dirumuskan dan ditetapkan bersama agar secepatnya 
diimpJementasikan di tengah-tengah masyarakat sehingga 
dapat bennan1ilat bag; kemajuan dan pembangunan dacralJ. 
Begitu pula dengan kebijakan 1MB ini, tentu dengan 
dinamika pembangunan di kah. Wakatobi saat ini, maka 
sudah saatnya kebijalcan ini diimplementasikan guna 
mengoptimaJkan pengelolaan potensi yang ada sehingga 
dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah. 

Sebagai mitra pemerintah daerah tentu kami uan 
menduktmg setiap kebijakan daerah yang telah kita 
Jahirkan bersama, dan secara politik selama ini kami telah 
menunjukkan dukungan kami terhadap pelaksanaan 
kebijakan 1MB tersebut, karena hampir setiap lahunnya ada 
angganm yang kami alokasikan dalam APBD untuk 
mendukung implementasinya di lapangan. 

9 Sutomo Hadi, S.Sos. f 
Anggma DPRD Kob. 
Walcatobi 

Salah satu fungsi DPRD adaJah fwIgsi legislasi, yaitu 
merumuskan pera1unlD dan kebijakan daerah yang terkait 
dengan kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan 
masyarakat. Tentu saja harapan kami setiap kebijakan 
yang tclah ditetapkan agar secepatnya diimplementasikan 
di lapangllD agar sasaran yang diingin dicapai dari 
kebijakan tersebut dapat diwujudkan. 

Kita semua tabu bahwa kabupaten Wakatobi merupakan 
daerah. otonom barn dan saat ini sangat membutuhkan 
sumber-smnber pend.anaan untuk melaksanakan 
pembangunan eli berbagai bidang. Jadi menurut saya 
penempan kebijakan tentang 1MB ini sangat strategis dalam 
rangka meningkatlam produktifitas PAD kabupat en 
Wakatobi khususllya dari penerimaan retribusi 1MB. Begitu 
pula dari segi tata roang., penempan kebijakan 1MB ini juga 
sangat penting untuk mendukung penataan dan 
pengendalian hangunan di seluruh wilayah kab. Wakatobi. 

10 Mukhtar Wally f Anggota 
Masyarakat 

Kami sudah pemah dengar kBlau 1MB itu adaIah izin untuk 
mendirikan bangunan. 

Soya kllget tiba-tiba didatangi petugas dari Dinas Tata 
Ruang yang menanyakan 1MB rumah. kami. Masalahnya 
selama ini belum. ada penyampaian dati kelurahan Dati 
situ bam saya tabu kalau setiap mem.hangun rumah hams 
memiliki 1MB. 

Selama ini, saya 
tentang 1MB ini. 

belum pemah mengikuti sosialisasi 

Seharusnya kegiatan sosialisasi 1MB ini harus seeing-sering 
elilakukan karena pasti masih banyak masyarakat yang 
belum. a ito 1MB. 
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Ya menurot saya 1MB ini penting agar bangunan yang kita 
dirikan dialrui pemerintah, jadi kalau ada pemeriksaan dari 
tim kita tidak merasa khawatir lagi. 

Iya, saya sudah menguros 1MB dan saya lihat pelayanan 
mereta sangat: baile.. 

Saya kurang tabu, tapi kalau di sekitar sini bam saya yang 
mengurus 1MB, itu juga menurut informasi dari petugas 
Dinas Tala Ruang. 

Kami belum mengetahui secara jelas prosedur pengumsan 
1MB, jadi hanya mengikuti araban dan petunjuk dari aparat 
Dinas Tala Ruang. Dan saya rasa pengurusan 1MB di 
kantor Din8.'l Tata Ruang cukup mudah dan cepat. 

Kami rasa penampilan petugas dan ruangan kantOI' yang 
digunakan untuk pengurosan 1MB di kantor Dinas Tam. 
Ruang sudah bagus, karma ruangannya bersih dan teratur 
sehingga kami merasa nyaman. Begitu pula dengan petugas 
yang melayani kami mereka sangat baik dan 
menyenangkan. 

Kami puas dengan pelayanan Dinas Tata Ruang daJam 
pcngurusan IMB. karena prosesnya cepat dan setiap ke 
bntor selatu ada petugas yang melayani kami. Bahkan 
kam.i tidak terlalu menunggu keluamya 1MB, tiba-tiba kwni 
sOOah dihubungi untuk da1ang mengarnbil 1MB di kantor 
Dinss Tata Ruang. 

TC'IW temng aparnt dinas tata ruang telah memberikan 
jami.nan pelayanan yang kam.i hatapkan. karena biaya yang 
kami keluarkan untuk mengurus 1MB masih teljangkau 
bahbn diluar pe:rrutungan kami sebelumnya, kami juga 
tidak dipungut biaya macam-macam.. 

Apantl dimts tata ruang betul-betul memberikan kemudahan 
kepada kami selama mengurus 1MB. SiImp mereka baik 
dan sopan dalam menerima kami. begitupula bila 
mcnanyBkan sesuatu hal, kami juga mudah menghubungi

""""'a. 
PBda dasamya kami sudah sering dengar tentang 1MB yaitu La Ode Amaluddin I
 
Izin Mendirikan Bangunan.
 Anggo" Masyoralol1 

Sebefulnya lami tabu bahwa biasanya seperti £Ii daerah· 
daerah lain setiap mendirikan bangunan harus mengurus 
1MB. banya disinikan daemh bam jadi saya belum tabu 
kalau sudah ada aturannya dan harus kemana mengurusnya. 
Padahal waktu saya mendirikan banglDl8Jl saya sudah 
melapor dengan pihak: kelUJBhan 1Bpi tidak. ada juga 
pcnyampaian kalau kami heros mengurus 1MB. 

Selama ini saya belum pemah mengikuti sosialisasi 1MB 
secara langstUlg. 
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Kalau mel.ihat keterlibalan dan ponahaman masyarakaI, 
says kim kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi 
tcrkail belum begitu efektif. 

Says kim 1MB ini pc:nting lD'ttUk legalitas bangunan yang 
ki1a <tirikan. 

Iya,. saya sementanl mengurus 1MB rumah saya, dan saya 
cump puas dengan pelayanan rnereka berikan. 

Saya pik.1r masib banyak masyarakat di sekitar sini yang 
belum paham tentang pentingnya 1MB. 

PBda dasamya kamj tidak terlalu rnempersoalkan 
bagaimana prosedurnya. selaku masyarakat kami hanya 
menghampkan mendapatkan pelayanan yang rnudah, cepa1 
dan tidak berbelit belit dalam mengurus 1MB, dan yang 
Ia'peDting Bdalah biayanya dapat terjangkau. Saya kila apa 
yang dilakukan oleh Dinas Tats Ruang sudah cukup 
memudahkan kami. 

Sebagaj instansi pemerintah rnemang sudah seharusnya 
memperhatikan penampilan fisik petugas maupun fasilitas 
kantor yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Dan 
kaJnj rasa. penampilan fisik petugas dan f6Silitas kantor 
Dinas Tata Ruang sudah culrup baik dan memuaskan. 

Pam dasamya peJayanan yang diberikan Dinas Tats Ruang 
dalam pengurusan 1MB sudah memuaskan, karena 
prosesnya cepat dan tidak berbelil-belit. Hanya yang saya 
S&.)'aog,kan kenapa waktu terbitnya 1MB terlalu lama, 
padahaI proses awalnya cukup mudah dan cepat. Tapi saya 
salUl dengan C8I"I:l mereka memberi gamnsi karena 1MB 
tcrxbut langsung diantar ke nunah saya. sehingga saya 
tidak terlalu direpotkan. 

SlI)'B kita spa yang dilakukan aparat Dines Tata Ruang 
dalam pengurusan 1MB sudah menunjukkan tanggup jawab 
mcnb sebagai pegawai yang tanggap terhadap harapan 
masyarakaI: aIca:n. pelayanan yang bWk. Karena sebagBi 
peogguna layanan, kami butuh informasi yang jelas 
scbingga kami bisa pabam. 

Saya kim pelayanan yang diberikan apanrt Dinas Tats 
Ruaog dalam pengurusan 1MB 5Udah menunjukkan sebuah 
jeminan pelayanan yang bait yang diharapkan masyarnkat, 
_ pada dasamya kepercay.... masyaraIcat kepoda 
pc:mcrintah ada1ah jib mereka tidak merasa dikecewakan 
dan dirugil<an. 

Saya rasa pelayanan yang diberikan aparat DiMs Tala 
Ruaog merupakan gambaran lcaIau me:reka sangat 
rnan9bami apa yang diinginkan masyarakat. kan:na mereka 
cukun terbuka dan kami mudah men~ublD1.Q:j mereka. 
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12 Muhammad Barkah I 
Anggota Masyarakat 

Udin Asri I Anggota 
Mas 

Ya, 1MB k.aD lzin Wlwk Mendirikan Bangunan. 

Saya JUra di mana-mana kalau setiap membangunan rumah 
hBl'1J3lK1a 1MB dulu. 

Selama ini saya tidak pemah mengikuti sosialisasi 1MB. 

Saya kim Dinas Tata Ruang harns Icbm gist lagi 
melalrukan sosialisasi 1MB ini, k.arena masih banyat 
masyarakat yang beJum pahlllD tentmg alUnm 1MB ini, 
buktinya disamping romah saya ini mereka mem.bangWl 
tapi tidak menguros 1MB. 

Saya!tira 1MB ini penting. agar bangunan yang kita dirikan 
ini statusnya jelas dan diakui pemerintah,. §ehingga kalau 
suatu saB! bangunan ini terkena pelebaran jalan maka kita 
dapat ganti rugi. 

Saya sudah mengurus 1MB makanya saya cukup paham. 
Pelayanan mereka culrup baik dan saya cukup puas. 

Saya rasa masih banyak 

Sebetulnya saya kurang mengetahui proSedUT dalam 
pengurosan 1MB, tapi setelah menerima penjelasan dan 
araban dari aparat temyata proses pengurusannya cukup 
mudah karena kami hanya membutuhk2ll waktu dua han 
untuk: melengkapi berkas pennohonan. Bahkan menurut 
saya proses pengurusan 1MB disini cukup mudah dibanding 
dengan daerah lain. 

Saya rasa apa. yang ditwnpilkan oleh Dinas Tala Ruang 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah 
cukup bagus, baik koodisi fisik gedung kantor maupun 
petugas yang melayani pengurusan 1MB. 

Saya cukup puss dengan pelayanan dari Dinas Tala Ruang 
se1arna meogurus 1MB ini karena kwni dilayani cepat dan 
prosesnya tidal: berbe1it-belit. 

Selama kami mengurus 1MB di lcantor Dinas Tata Ruang 
kami rasakan culmp mudab, karma semuanya jelas dan 
boteh dikatakan kami tidal: mengalami banyak kesulitan, 
kareoa kami selalu diberi pelljetasan. 

Saya kira bukti nya jelas karena selama mengurus 1MB ini 
lcami tidak pemah dipersulit dan tidal: dipungut biaya 
macam-macam. 

Saya rasa pelayanan yang diberikan aparat Dinas Tata 
Ruang merupakan gambaran kalau mereka sangat 
memahami spa yang diinginkon masyarakat, km:eoa mereka 
cutup terbuka dan kami mudah meoghubungi mereka. 

Y8Jl& lcami tahu, IMB itu adaIuh lzin Mendirikan 
Bangunan. 
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Kam.i mendapat informasi ketika datang ke kantor Dinas 
Tala Ruang. karena waktu itu mereka pemah datang ke 
lokBsi bangunan saya. 

Selama mi saya beturn pernah mengilruti sosialisasi 1MB, 
hanya sering melihat ada pengumuman di papan informasi 
yang di pasang di pinggir jalan. 

Menurut saya sosialisasi teotang 1MB yang dilakukan 
selama ini belum terlalu efektif, karena buktinya masih 
ban)'Bk masyarakat yang tidak tabu tentang ketentuan 1MB 
dalam membangun. 

Saya sudah mengurus 1MB dan tinggal menunggu 
kduamya sural 1MB. Pelayanan mereka sangat baik:. 

Saya rasa. mungkin masih banyak masyarakat yang belum 
paham tentang pentingnya mengurus 1MB. 

Mcnurut saya mengurus 1MB itu penting karena dengan 
memiliki 1MB mw bangunan yang kita dirikan tidak 
meJanggar atunm dan diakui pemerintah, jadi kim tidak 
khawatir lagi kalau ada apa-spa ke depannya, migalnya ada. 
pelebanmjaIan mungkin kita dapat ganti rugi. 

Memang pada 8walnya kami lrunmg mengetahui prosedur 
pengurusan 1MB, tapi setelah kami datang ke kantor Dinas 
Tata Ruang dan diberi penjelasan oleb aparat kami 
langslDlg dapat memahaminya. Begitu puJa selwua 
pengmusan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi kami 
tidak mengalami kesulitan. 

Kualiw aparat Dinas Tala Ruang dalam pelayanan 1MB 
menunJt saya sudah cukup baik. 

Sepmjang yang says lihat dan rasakan dari penampilan 
tisik kantor sudah bagus dan memuaskan karma kelihalan 
bc:rsih dan teratur, sehingga kami memsa nyaman. Begitu 
pula deng.an penampilan petugas yang mengurus 1MB 
sud3b. mer:nuaskan karena terlihal betul penampilannya 
blsu dia seonmg pegawai. 

pengurusan [M8 di kantor Dinas Tata Ruang sangat 
memudahkan kami. karena prosesnya cepat dan jelas. 
Memang keluarnya 1MB sedikit lama tapi karena sudah 
diberitahukan sebelumnya bahwa nanti akan dihubungi 
wrtuk datang mengambil 1MB di kantor Dinas Tala Ruang 
blau 1MB tcrsebut sudah terbit, sehingga kami tidak perlu 
mettUDggu dan repot bolak-balik. 

Bisa dikalakan lwni sangat diberikan kemudahan dalwn 
proses pengurusan 1MB oleh aparat Dinas Tala Ruang, 
kmaJa WBktu pertain. \cali dataog mengurus 1MB !<ami 
diu:rima dengan bail<, kami juga dibcrilam inronnasi dan 

I nenielasan ~n. I~.hn sam';" kami ~ham. 
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Menwut saya petugas Dinas Tata Ruang sudah 
memberikan jaminan pelayanan yang bail dalam 
pengwusan 1MB ini, karena yang kami rasakan biayanya 
pengwusannya tidak memberatkan, apalagi kami gampang 
rnenghubungi mereka bila ada yang perin kami tanyakan. 

Kami rasa apanrt dinas tata roang sanget memahami 
kebutuhan masyarakaJ: dalam pelayanan 1MB, sikap mereka 
ramah dan penuh perhlrtian, dan saya libm mereka juga 
tidak membeda-bedakan siapapun yang dilayani. 

14 Ali Kayum / Anggota 
Masyarakat 

Iya, yang 
Bangunan. 

kami tabu 1MB itu adalah Izin Mendirikan 

Ya kami sering dengar, apalagi waktu itu ada tim terpadu 
dari Dinas Tata Ruang dan Pol. PP yang datang 
menanyakan 1MB romah kami. 

Selama ini memang saya belum pemah ikut sosialisasi 
1MB, hanya sering melihat yang dipasang di papan 
pengumuman yang ada di pinggir jalan. 

Sebetulnya masih banyak masyarakat yang beturn pabam 
tenlang 1MB ini, jadi menurut saya sosialisasi yang 
dilakukan masih belum efektif. 

Jelas sekali 1MB ini penting karena bangunan yang kita 
dirikan sudah memenuhi syarnt dan yang saya tabu bisa 
menjadi agunan untuk meminjam nang eli Bimk. 

Va, sementara iru saya masih mengurus 1MB dan tinggal 
menunggu sertifikat IMB-nya kcluar. 

Mungkin masih ada sebagian masyarakat di sekitar kami 
yang belwn paham tClltang 1MB. 

Kam.i banya mendengar dari orang yang pernah urns 1MB 
dan masih belum jeJas tapi kami mulai paham setelah kami 
dalang ke kantor Dinas Tala Ruang karena disana kami 
langsung dijelaskan oleh pegawainya dan kami cukup puss. 

Saya kim kualitas aparat yang melayani 
mengurus 1MB selama ini sudah cukup baik.. 

kami dalam 

Saya rasa penampilan fisik kantor sudah cuIrup baik. karena 
mulai dari luar kantor sudah terlihat bersih dan didalamnya 
terlihat teratur dan nyaman, begitu juga. dCllgan penampilan 
petugasnya cukup karena selaln terlihat rapi. 

Kami cukup pUBS dengan pelayanan petugas Dinas Tata 
Ruang dalam pengurusan 1MB ini, karena kami langsung 
dilayani cepat,. dan bisa dikatakan selamll ini karni juga 
tidak banyak bolak-balik selama mengurus 1MB ini. 
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Dart canmya menerima dan menanyakan keperluan kami, 
sayB rasa mereu bernl-beNl melayani masyarabt dengan 
ba:ilc. bahkan men:k:a memberikan infonnasi dan penjelasan 
9ecara rinei sampai kami paham. Jadi bisa dikatakan aparat 
Dinas Tm Ruang cuJcup tanggap terhadap spa yang 
dih8r3pkan masyarakat. 

Sejak awat sayB lihal: cara kelja mereka bagus, itu yang 
membwrt kami percaya kaJau mereu betul-betul telah 
melayani kami dengan baik, apalagi rata-rata mereka kami 
kenai jadi sedikitpun kami tidak ragu akan l"e5iko yang 
akan kami hadapi. 

Menunrt saya apant dinas tata ruang sangal membantu dan 
memudahkan kami dalam pengurosan 1MB, karena aparat 
bersikap sedcrbana dan ketika kami membutuhkan 
penjelasan dan informasi kami sangat rnudah rnenghubungi 
pc!Ul!lI'. 

]5 Suntono I Anggota 
Masyarnkat 

Va, 1MB itu adaJah IOO Mendirikan Bangunan. 

Dan pegawai kantor Dinas Tata Ruang yang 
romah karni. 

datang di 

Belwn pemah. ikut sosialisasi [MB. 

Menunrt saya beturn terlalu erelctir, karena leila barn tabu 
sekarang. 

Iya, 1MB itu penring sekali untuk bangunan nunah kami 
supaya diketabui pemerintBh, jadi karni tidak khawatir lagi 
kalau ada pemeriksaan dati apwat pemerintah. 

Iya, kami sudah rnasukan permohonan 1MB di kantor Dinas 
Tata Rnang, katanya tidak lama lagi 1MB sudah keluar. 

Saya kunmg tabu. apakah warga lain di sini juga sudah 
paham ten.tang pentingnya 1MB itu. 

Kami tidak: tabu. jadi kami hanya rnengilcuti petunjuk yang 
dijelaskan dari pegawai Dinas Tata Ruang. 

Menurut saya kualitas pegawai yang melayani 1MB ini 
sudah cuIrup bail<. 

Kami lihal penampiJan fisik kantor Dinas Tata Ruang ini 
sudah cukup bagus,. mulai dari gedung kantor yang masih 
baik: dan hahunannya juga bersih dan didalamnya kelihatan 
tcrtata bait.. Bcgitu pula dengan penampilan petugas yang 
melayani kami semua terlihat baik dan ramah. 

Selama mengurus 1MB ini bmi puas dengan pelayanan 
yang mereka bmkan k:arena mereka selalu membantu spa 
yang kami keJuhbo. jadi kami tidak terlalu repot bolak:
balil<. 
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Mereu sangat mengerti apa yang kami perlukan dan 
mereka juga tidak pemah mempersulit kami selama 
mengwus 1MB ini. 

Selama pengurosan 1MB ini semuanya kami percayakan 
kepada mereka karena kami kunmg paham dan mereka 
selaJu menghubungi kami kaJau ada yang hams dilengbpi. 

Saya sangat memuji pelayanan yang mereka lakukan, 
karena mereka bersikap baik dan peduli merekajuga sangat 
terbuka dalam memberikan penjelasan dan infonnasi yang 
kami butuhkan. 

Jelas, 1MB adaJah Izin Mendirikan Bangunan.Sabaruddin I Anggota
 
Masywakat
 Sudah sering dengar karena dimana-mana kaIau mendirikan 

bangunan hams memHiki 1MB dulu, apaJagi ada papan 
infonnasi yang sudah dipasang di pinggir jalan. 

Selama ini saya beIum pemah ikut sosialisasi 1MB. 

Saya pikir kegia1an sosialisasi 1MB ini masih harns 
diefi:ktifkan lagi pelaksanaannya karma masih banyak di 
sekitar saya yang beIum pabam tentang apa itu 1MB, yang 
merclea tabu 1MB adaJah sertifikat tanah. 

Jela&, IMB itu sangat penting supaya bangunan yang kita 
diribn jelas statusnya dan aman karena sudah dilegalkan 
(X:Dlerintah bahkan bisa digunakan sebagai agunan untuk 
meogambil kredit di bank. 

Va, 9udah rue:ngurus 1MB, dan pelayanan mereka cukup 
memuwan. 

Saya msa. mungkin masih ada masyamkat di lingkungan 
sini yang lrunmg paham. terrtang man&at mengurus 1MB. 

Sebetulnya kami masih kurang paham betuI, tapi seteIah 
kami datang Ice Kmtor Dinas Tats. Ruang dan mendapat 
penjelasan dari pegawainya sehingga kami hisa pahmn dan 
lanC8r mengurusnya. 

Va, kualitas pegawai yang bertups memberikan pelayanan 
1MB ini sudah cutup baik. 

Meourut kami penampilan fi9ik dart kantor Diruu Tata 
Ruang ini jika dilibat: dati kondisi bangunan .gedung 
kantomya sudah cukup, baik di luar maupuu dahun ruang8D 
gedung sudah tertatB baik. Kaleu untuk penampilan 
petugasnya juga saya rasa sudah cukup baik dan rBpi. 

Pada dasarnya pelayanan yang mereka berikan sudah eukup 
memuaskan ka:mi, k:arena yang kam.i inginbn sebetulnya 
kami lrmgsung diJayani oepa1 jam kami tidak terialu lama 
mCl'umggu di kantor mereka. 
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Saya I'ilS3. mereka sudah tanggap lerhadap apa yang 
dinginkan masyarakat WINk mendapatkan pelayanan yang 
bait dalam menguros 1MB ini. 

Sa.ya rasa mereka sudah memberikan jaminan pela.yanan 
yang bait yang dinginkan masyarakat dalwn pengurusan 
1MB ini, karena yang utama adalah kami langsung 
berhubungan dengan pegawai yang mengurusnya dan 
perhitungan biayanyajuga cutup jelas dan rinei. 

Saya rasa mereka sudah memberikan perhatian yang baik 
kepada masyarakat dalam pengurusan 1MB ini, k:arena 
selwna ini mereka cukup terbuka memberikan infonnasi 
kepada kami dan kami juga cukup mudah menghubungi 
mereka bila ada yang perlu kami perjelas. 

17 La Ode Ali Bahri I 
Anggota Masyarakat 

Va,. 1MB adalah Izin Mendirikan Bangunan. 

Va,. sudah sering dengar dan saya sexing lihat di pinggir 
jalan ada papan infonnasi 1MB. 

Selama ini belwn pemah ikut sosialisasi tentang 1MB. 

Menurot saya kegiatan sosialisasi 1MB hams senog 
dilakukan karma kalau hanya sekali dua kali saja saya pikir 
tidak akan efektifjuga. 

Paham, 1MB itu sangat penting supaya bangunan yang kita 
dirikan statusnya jelas dan tidak ilegal. 

Memang sebetulnya setiap bangwmn yang didirikan itu 
harus memiJiki 1MB Wll1aupun sampai sekarang ba:ogunan 
saya ini beIIUD ada IMB-nya tapi suatu saar akan saya 
uroskan IMB·nya. 

Walaupun bangunan saya in.i belwn ada 1MB-nya tapi saya 
rasa sudah rnemenuhi persyara1an tek:nis, karena waJctu 
dibangun saya sudah mundwbn ja:ralcnyB sekitar 10 meter 
dari pinggir jalan, karena jaJan inikan mcrupakan jalur 

"lama. 

18 Ibrahim I Anggota 
Masyarakat 

Va,. saya tabu 1MB itu adaJah lzin Mendirikan Bangunan. 

Sudah seeing dengar dan ada juga saya lihat dipasang papan 
informasi 1MB di pinggir jalan. 

Belwn pernah ikut sosialisasi te:ntang 1MB. 

Says rasa belwn rerlalu efektif haena jBrang sekali 
dilakukan. sosiaJisasi.. s~nYB lebih seeing dilakukan 
danjangan orang.-orang tertentu saja yang dilibatkan. 

Sebetu1nya kami paham. 1MB ito penring 
k~bangunan dan penataan lingkungan. 

untuk 
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SebeIWllDya kami pemah didatangi petugas Dinas Tata 
Ruang dan menanyakan 1MB rumah kami. mert:ka sempat 
memberikan blanko pengwusan 1MB dan menyuruh kami 
segcra rnenguros 1MB namun k3rcna Icc:sibukan mengurns 
usaha jadi sampai sekarang saya belwn sempat mengurw 
1MB. 

Memang roman saya belum memili.ld. 1MB. tapi menwut 
saya sudah sesuai persy8lat811 teknis, karena sisa laban saya 
masih luas. 

Says tahu, 1MB ilu adalah bin Mendirikan Bangunan. 
Masymakal 

19 La M;hi / Anggota 

Sudah seeing dengar dan pemah juga kami disampaikan 
petugas dari Dinas Tala Ruang yang mendat811gi rumah 
kami. 

SeJam.a ini belum pemah ikut. 

laran.g sekali kami mendengar ada sosialisasi 1MB, 
mungkin karena kami tidak pemah dilibat1ca:n. 

Va. saya paham, 1MB itu penting untuk penataan bangunan 
d811 Iingkungan agar tidak semrawut 

Sebelumnya saya pemah mengurus 1MB di Kantor Dinas 
Tata Ruang, tapi sampai sekarang pennohonan 1MB saya 
tidak jelas, kalanya bangunan saya melanggar aturan gwis 
sempadan sehingga tidak dapat diproses. 

Terns terang saya tidak tabu kalau bangunan saya tidak 
sesuai deogan persyaratan teknis yang ditentukan, karena 
waktu kami bangun kami h811ya mengikuti bangunan di 
sebeJah kami, memang sudab beberapa kali kami 
disampaikan oleh apamt Dims Tata Ruang katanya 
bangunan ini karena melanggar atunm gaDs sempadan 
bangunan. 

Va. 1MB adalah Izin Mendirikan Bangurum.
 
Masymakal
 

20 Hamiruddin I Anggota 

Sudah sering dengar dan says lihat dari papan inforTIUlSi 
1MB yang dipasang di pinggir jalan. 

Belum. pemah. 

Says rasa kegi.alan sosialisasi 1MB yang dilakukan selama 
ini belum terlalu efektif. peraturaD 1MB inikau masih barn, 
seharusnya lebih sering dilakukan sosialisasi biar 
masymakallebih pabam. 

Va. pada dasamya kami pahami, dengan menguros 1MB 
maka bangunan ito sudah diakui keberadaannya oleb 
pemerintab sehingga besok-besok kita tidak aklUl 
mengbadapi banyak masa1ab bila ada penertiban karma 
statusnya sudahjelas dan legal. 
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La Madi / Anggota 
Masyarakat 

Memang seJama loi saya belum pemah mengllnls 1MB. 
Nanlilah suatu saat akan saya wus karena sekarang ini 
masih saya carikan tambahan biayanya supaya cukup lUltuk 
bayar 1MB. 

Memang jarak: bangunan saya terlaJu debt dengan jaJan, 
apa boleh buat waJaupun tidak memenuhi persyaratan 
teknis saya tetap hangon saja karena laban saya terbatas 
dan selama ini cuma disini yang bagus untuk usaha saya, 
kalaupun besok-besok ada penertiban sebagai masymaka1 
kami hanya berhamp mudah.-mudahan ada perhatian dari 
pemerintah supaya ada ganti roginya. 

Va, saya tabu. 1MB adaJah IziD Mendirikan Bangunan. 

Sudah sering dengar dan sering saya lihat ada baJiho-nya 
yang dipasang di pinggir jalan. 

Belurn pemah. 

Kita ini daerah baru, jadJ saya rasa masih banyak 
masyarakat yang belum tabu kalau aturan 1MB ini sudah 
diberlakukan, seharosnya kegiat:an sosialisasi ini langsWlg 
dilaksanakan di setiap desa mau kelurahan, kaJau perlu 
rutin dilaksanakan setiap tahun. 

Va, pada dasamya kami pahami, 1MB itu penting agar 
bangunan yang kits dirikan statusnya jelas dan 
keberadaannya diakui oleh pemerintah. 

Saya belum mengurus 1MB, nantilah kalau romah saya ini 
sudah jadi saya akan meogurus 1MB, Jcarena anggaran yang 
saya miliki sekanmg ini masih saya fokuskan untuk 
menyelesaikan bangunan dulu. 

Sebelwn saya mendirikan bangunan ini, saya sudah 
konsultasikan dengan aparat Dinas Tata Ruang, jadi saya 
rasa bangunan saya sudah sesuai dengan persylUBtan teknis 
ta:tl bangunan karena dibangun sesuai petunjuk yang 
diarahkan oleh aparat Dina.i Ta18. Ruang. 
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LAMPIRAN3 

PETA LOKASI DAN KONDISI WlLAYAH PENELITIAN 
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LAMPIRAN4 

DOKUMENTASI VISUAL HASIL PENGAMATAN LAPANGAN 

,r 
11 

Aparat Dinas Tam Ruang KP3K, saat ditemui di lapangan dan 
memberikan infonnasi tentang pelaksanaan kebijakan 1MB di Kab. 
Wakatobi. Foto Kepala Dinas (alas), Kabid. Tata Bangunan (tengah) 
dan Kasi. Pengawasan dan Pengendalian (bawah). 
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Kegiatan pelayanan 1MB pada Dinas Tala Ruang, Kebersihan, 
Pertarnanan, Pemakaman dan Pemadarn KebakaI'an. Proses pemasukan 
berkas oleh pemohon dan pengecekan berkas dan aparat (alas), 
dilanjutkan dengan survei dan pengecekan lapangan oleh Tim Teknis 
Dinas Tala Ruang (bawah). 
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Maraknya kegiatan mendirikan bangunan di Kabupaten Wakatobi 
khususnya pernbangunan rumah tinggal dan ruko yang terindikasi 
menyirnpang dari ketentuan wajib memiliki 1MB karena teridentifikasi 
sudah didirikan oamun belum memiliki 1MB. 
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Maraknya kegiatan mendirikan bangunan di Kabupaten Wakatobi 
khususnya pembangunan rumah tinggal yang terindikasi menyimpang 
dan ketentuan wajib memiliki 1MB karena terindentifikasi sudah narnun 
didirikan namun beturn memitiki JMB. 
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Maraknya kegiatan mendirikan bangunan dl Kabupaten Wakatobi 
khususnya pembangunan rurnah tinggal yang terindikasi menyimpang 
dari ketentuan wajib memiJiki 1MB karena terindentifikasi sudah namun 
didirikan namun belurn memiliki 1MB. 
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Kegiatan mendirikan bangunan khususnya bangunan ruko dan rumah 
tinggal yang terindikasi menyimpang dari ketentuan wajib memenuhi 
persyaratan teknis bangunan wena terindentifikasi didirikan melanggar 
aturan garis sempadan bangunan. 
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LAMPIRAN 5
 

FOTO COpy ATURAN TENTANG IMPLEMENTASI
 
KEBIJAKAN 1MB
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LEMBARAN' OAERAH
 
KABUPATEN' WAKATOBI
 

JAHuti2005 _
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
NOMOR: 14 TAHUN 2005 

TENTANG 
RETRIBUSIIZIN MENOtR1KAN BANGUNAN 

DENGAH'RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
aUPATl WAKATOBI, 

a.	 bahwa dengan oitetapkannya PerattJran'Pemerintah Nomo"r 66 1 
2001 tenlang Retrlbooi Daerah, maka Retlibusi lzir, :Mend 
B~n9unan (1MB) merupakan salah satu jenis Retr,busi :jasa 
dlkelola Daerah Kabupalen; 

b.	 banwa berdasarkan pertlmbangan sebagamana dimaksud pada 
a, lersebutdlatas perlu dlalur dan diletapkan dengan Peraturan 0; 
Kabupalen Wakalebl. 

1.	 Undang·Undang Nomo'r 8 Tahun 1981 telltang HUKum Acara P 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 1981 NomoI 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomer 3209); 

2.	 Unda'ng·Undang Nemer 4 Tahun 1992 lenlang Perumahan 
permuk\man (Lembaran Negara Republk Indooesia Tar.ur: 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia· 1\ 
3469); 

3.	 Undang-Undang Nemer 24 Tahun 1992 tentang Penataan R 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1992 NomOI 
Tambahan Lembaran Negara Republik IndQnesia Nomor 3831); 

4;	 Undang·Undang ~omor 18 Tahun 1997 lent-ang Pajak Daerat 
Relribusl Daerah sabagimana lelah diubah dengan Undang-Ur 
Nemer 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republi~ Ind<:>nesla 1 
1997 "Nemor 246: Tambahan Lembaran Negara Republik Indo 
Nomor 404'8); 

5.	 Undang-Undsl1g Nomer 29 Tahun 2003 lenlang pemben 
Kabupalen Bombana, Kabupaten Wakajobl dan Kabupalen K 
Utara dl Provinsi Sulawesi' Ten~gara (l.embarar. Negara Re: 
Indonesia Tahun 2003 Nemer 144, Ta.nbarnar, LeMosra;- ~" 

Repubilk Indonesia Nemer 4337 )i 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pe,.() 
'Undang -Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pe-merir,:ah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4-13 

7	 Undsng-Undang Nemor 38 Tahun 2004 lenlang Jalan 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132. 
lembaran Nagara Republik Indonesia I~omor 4444): 

8.	 Peraturan Pemerinlah Republik Indonesia Nomer 69 1 
tentang Pelaksanaan Hak dan Kew21jiban serta be-ntuk dell 
Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Letnb3/1l' 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor115):" 

9.	 Peraturan Pemerinlah Nomor 25 Tahun 2000 lentang 
Pemerlntah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebAQ 
Otonom; 

10.	 Peraturen Pemerinlah Nomor 66 Tahun 20011enlan9 Rot~ 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Norno( 

De!'gan PersetuJuan Bersama 
DEWAN PERWAKllAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN WAKATOBI 

dan 

BUPATI WAKATOal 

MEMUTUSKAN: 
, 

,Ienetapkan PERATURAN OAERAH TENTANG RETRIBUSI 
BANGUNAN KABUPATEN WAKATOBI. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

i1am Peraturan daerah Inl yang dimaksud dengan : 
Daerahadalah Kabupaten Wakatobl;
 
Pemerlntah Caerah adalah Pernarinlah oaarah Kabupater, Wakamb::
 
Kepala Daerah adalah Bupati Wakalobi;
 
Dinas PU dan Perhubungan adalah Dlnas PU dan PerhlJbun~ar: ~<sbupate(1 :0\',,';0
 
Pejabal adalah Pegawal yang dlberllugas lertenlu dibicen; Fet":b:.r3i DaHa" j
 

KalenllJan Peraturan Penmdang-undangan yang bMaku;
 

2 

~'"1If/l:lIPIJIT, pO'""OiGO". ''"'... ~ l«IUOl_, yayagT"1IUID'~1I'If 

ants, lembaga dana pensiun. bentuk uS30'"la leta: serta oentuk badan usaha lainnya:: 
alah wadah yang mellpuU ruang daratan. r\lang lautan dan ruang udara sebagai sualu 
, W1layah, tempal manusla dan mahluk lainnya hidup dan melakukan keglalan serta 

era kelangsungan hldupnya; , 
ng adalah wujud slnJktural dan pola pemanfaetan Nang baik direncanakan maupun 

nRuang adalah proses perencanaan tata Nang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 
alan ruang; 
,adalah ruang yang merupakan kesatuan geogralls beserta segenap unsur terXait 
:.yang, batas dan slstamnya ditentukan berdasarXan aspek adminislarsl dan atau aspek 
Ell; 

Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai keglatan utama pertanian termasuk 
lIan Bumber daya alam dengsn susunan dan fungsi kaw8san sebagal tempat 
an pedesaan, pelayanan jasa perneOntah. pe!ayanan 80Siai dan keglatan ekonomi; 
perkotaan adalah kawasan yang mempunyai klwasan utama bukan pertBnian dengan 
fungal kawasan sebagal tempat pemuklman perxotaan. pemusatan dan distribusi 
~ 8081al dan keglatan ekonoml; 

adalah kegiatan ftsil< membangun yang memanfaatkan ruang dan alau berfungsi 
.mpat Unggal, tempat bangunan ke~a dan lalnnya; . 
~un adalah rekayasa teknclogl dan IImu pengetahuan serta rekayasa kontruksi yang 
~~kan ruang dan berslfal tetap, dlmillkl badan hUkum pemerintah maupun swasta baik 
'ilatan Individual, keluargs, kelompok maupun fasllitas umum; 
~n edalah bagtan dart Ilngkungan hidup dUuar kawasan Undung, balk yang berupa 
'perltotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai Iingkungan tempat tinggal atau 
~ hunlen dan tempat keglatan yang mendukung peri Itet)ldupan dan penghidupan; . 
unan adalah susunsn r~ayasa teMik bangunan :yang memanfaatkan ruang dan 

flgunen secara rind didalam suatu bioi< kawasan sesuai oengan tala ruang; 
npermanen adalah bengunan dengan konlr\lksi utamanya terdiri dan batu, beton dan 

,Bsml permanen adalah bangunan yang konlruksi utamanya kayu baik sebaglan stau 
adarl kayu; 

\.bangunan adalah suatu keglatan fislk yang mengganti atau merubah kontnJksi 
yang ada, termasuk pekerjaan membongltar yang bert1ubungan dengan peke~aan 
,baglsn bangunan tersebut; 
~kan bangunan adalah lzin yang dibefilcan pemerintah daerah kepada orang pribadi 

.Ph h1,lkum swasta maupun pemerintah untuk memanfaalkan rekayasa leknologl, IImu
 
an dan rekayasa konlntksl dalam bentuk bangunan atau apapun bentuknya yang
 
Ikan ruang dan bersIfat tetap dan untuk mengubah bangunan maupun untuk kegiatan
 
~n 8tau mengubahnya disesuaikan aengan koelisien dasar bangunan (KDB),
 
:Iantai bangunan (KLB), Koefisien T1nggi Bangunan (KTBl, Koetislen FasiUlas
 
(KFB) serta Koeftsien KonlrUksi Bangunan (KK8) yang ditetapkan dan sesuai dengan
 

'oral keselamatan bagi yang menempati bangunan lersebut .
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u.	 Retl'ioosi izin mendirikan bangunan yang selanjulnya disebul rebibusi adaJah ~lllfl 
pemberian izjn mendirikan baflgunan alau merubah baf'igunan oIeh pemeOnlah t.l Pasal4 
0CB0'19 pfibadi alau badan: 

v.	 Wajib rebibusi adalah orang seorang dC\n alau pribadi. badan yang Re[nbusi adalah Wajib retribusi yang telah mempero/eh lzin Mendlrlkan Bangunan (1MB; 
perundang-undangan relribosi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusr; 

w.	 masa retribusi adalah suslu jangka waklu tertellW yang merupakan balas wa BAB III 
rebibusl untuk memanfaalXa izin mendirikan bangunan; GO\.<ONGAN RETRIBUoSI 

X.	 Garis sempadan adalah garis hayal yang ditarik pada jarak lertenlu sejaiar dellg 
PasalSsungel, gana panta! as pagar yang merupakan batas antara bagian kafling at
 

yang boIeh dan tidak boIeh dibangun b8Qgunan;
 'sllz!n Mendirikan Bangunan (1MB) digolongkan sebagal relribusi perizlnan tertenllJ. 
y.	 Koelislen Ossar 8angunan adaJah bilangan pokok atas perbandinagan anlara hi 

bangunan dengan IUBS kaningl pekarangan; BABIV 
1.	 Koefisien Lanlal Sangunan adalah bllangan pokok alas pert>andingan anlara juml TATA BANGUNAN 

bangunan dengan IUBS kafllng pekarangan; Baglan Partama 
sa.	 Koefislen tinggl bangunan adalah b1langan pokok alas perbandinagn tinggi ba Persyaratan T8knls

dan permukaan tanah S8/J1pai dengen titik Ieralas dart bangunan ter1etxJt 
abo Koellsien fasUitas bangunan adalah b1langan poltok atas perbandingan fasili!al\--. PasalS 

oIeh bangunan; 
ac. Koefisien kontruksi adalah bilangan po'kok atas perbandingan jenis kontruk~l. ''.ang pribadi. Badan hukum swast.fl atau pemarinlah yang akan mendimkan alau mengubah 

bangunan; waJlb memenuhl persyaratal) teknls, ekologls dan admlnlstrasl se-Tta sesual dengan 
ad, Pem'3riksaaan adalah serangkalan kegiolan unluk mencari, mengumpulkan darl , ~~n lahan sebagaimana yang dfatur delam ra.ncana tata ruang dan alau sluran lannya, 

dan atau keterangan lain'nya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuh-" 
Pual7rebibusl befdasartan peratur~ perundllng-undangan yang be.1aJtu; 

ae. Peflyidlk dndak 'Pidana dlbldang rembosl adalah serangkaian lindakan yany 
.alan Teknls Sangunan sebagaimana dlmaksud pada pasal 6 meliputi ketentuann garispenyldlk pegawal negert slpll (PPNS) y~g selanjulnya, dapat disebUt penyidik, an bangunan '(GSB). Kapadatan Sangunan, jarak babas antar bangunan dan koefis1en ting'giser1a mengum,pulkan buk1l yang dengan bokti itu memboat Ierang tindak 
!Hn,(KTB), Koeblen tantal Bangunan (Kl.B) dan lain-Jain yang ditetapkan dan sesuai denganre1Jiboslatau pel~ lata bangunan yang terjadl secta ~l1Jkan I.er5angkj Iyarat keselamalan bagl yang menempati bangull~n tersebul sebagaimana yang ditentuka.'1 
;.eraturan Oaerah inL ;

BASil 
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRlBUSl IBaglan Kedua 

Garis Sempadan dan Kepadatan BangunanPasal2 PasalS 
Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat denvan 1MB dipungut 

n yang didirikan pada lokasl sepanjang Jalur jalan harus memenuhi syarat-syarat dan 
Pual3 n~ garls sempadan (GSB) yang mellpua jalur arterl, .lalan kolektor, jalan lokal. akan diatur 

:peiatufan kepala daerah sesuai dengan Jperuntukannya, 
(I)	 Obyek reln'busl adalah pembetian lzin pendlrian bangunan (1MB) atas 

rT1eOggunBkan rekayasa leknologl, IImu pengetahuan dan rekayasa kontruks/ Pasal9 
bangunan dan atau dalam ,bentuk apapun yang menggunakan ruang yang
 
ataupun mengubahnya;
 in koefislen anlara bangunan dltentukan berdasarkan tingkat kepadatan bangunan dalsm 

(2)	 TK:lak termasuk obyek, relribusi' adalah pemberian izin mendirikan ,asan di~yaralkan dalsm jumlah bangunan mellputi :
 
mengubah bantuk bangunan unbJl< tempal ibadah, jaringan berupa tiang dan
 larah kemudahan tingkall kepadatan bangunan pertlekl8r yang diizinkaR adalah maksimum 
te!epoo, bandara Nasional dan lnternaslonal YlVlQ dikelolah pemerin~ rumahlHa dan minimum 72 rumahIHa dlsamplng ban9un~ dan persir lahan 'unt1Jk fasilitas
jaIan secara OJIin dan periodik.	 . dukung; 
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:..	 ~drl k"hll41J.j~,dI·. ~1igkCit Ii kupadCita;, t ..n:1";;"'iiio ~;1W~ /a~g ~:t~~:: 
Baglan Keenammaksimurn 72 rumahlHa dan minimum 50 rumahlHa disamping bangunan dan per' 

PemyaraUln Admlnlstrasi 
.."t\J~ fasi!;!aS pendukung: 

c.	 ;)ldaerah kemudahan tingkst III k.epadatan bangunan pemeklar yang di,zink.al! \ 
Pasal 14maksimum 50 rumah/Ha dan minimum 27 rumah/Ha disamping bangunan dan PCI 

untuk fasilitas pendukung; 
ersyaratan unlUk mendapalkan 1MB atau mengubah banglJnan diteta~pkan sebagai berikut ; 

Izin Mendirikan Bangunan (1MB) :
Passl 10 

1.	 Mengisi formulir permohooan; 
2.	 Foto Copy KTP atau bUkli din dan pemohon; .(1) Bangunan Lahan yang meliputi luas bangunan tertutup yang diperkenarokan dapat 
3.	 Gambar kontruksllsituasl bangunan beserta RAE3 bagl badclan Usaha yang menge~akaliladalah 60% dan seluruh Iuas persillahan yang dimiliki;	 ''1 bangunan umum Pemerintah;	 .(2) Sangunan yang telah melebihl persyaratan sebagaimana dimaksud ayet (1) dialas dlkhQ 
4,	 Foto Copy bukti pemllikan lanah dan atau 'sejeniSr1ya;pada wilayah ibukota kabupalen akan dikenakan sanksi yang ditetapkan dengall ll' 
5.	 Foto COpy Surat llin Peruntukan Tanah bagi petnanaman 'ModaUlnveslor atsu bangunanKepals Daerah. industri dengan IUlliS lanah dlalas 2.500 m2. . •	 )'tl 

r.llin MengubahlMenambah Bangunan (Perubahan Illn iMendlnkan l Bangunan) ;Baglan Ketlga 1.	 Mengisi formulir pennohonan;
llnggl Bangunsn 

2.	 Foto Copy 1MB bangunan yang akan dirubah bese!rta RAB b~i badan usaha yang 
mel1ge~akan bangunan umum pemerinlah;Pasal11 3.	 Gambar kontruksllsltuasl bangunan; 

4.	 Folo Copy BukU PelUl)8San PBB tahun sebelumnyia.Pengaturan tin991 bangunan adalah pengaruh Unggl bangunan adalah jumlali lantal r 
Bentuk formulir pennohonan dlmaksud pada ayat (11 daJn ayat (2) 'dialur dan dilerbilkan olehbangunan dihilU'ng mutal dart lantal dasar sampai lantal 'Ieninggi dengan kelentuar. sebagill , Kepala Daerah.	 . 

a. ". Tinggi ,puncak atap bangunan tidak bertingkat makslrnum 9.50 meier dart lantai dasfll' 
Apablla Illn Mendlrtkan Bangunan (1MB) atsu mengubalh banguna1n bukan dilakukan oIeh waJibb,	 Tinggi puncak atap bangunan 2 Isolai makslmum 9 meier dan lantal 2atau 16 melor ", terleblh dahulu memperoleh illn.

dasar; 
c.	 T1nggi puncak alap bangunan bertingkat lainnya makslmum 7.50 meter dar! lantal terU 

Pasal,16 

Baglln K••mpat 
sebagaimana 'dlmaksud pada pasal15 diterbitkan olen K~epala Daerah.Jarlk B,b.. Antar Bangunan 

Pa,a117PallI12 

~':Kepala Dinas Peke~aan Umum dan Perhubungan I me~d\kan penelitian kelsr}gkapanPengatIJran Jarak anlar bangunan dimaksud untuk menjaga tertib bangunan dan 
. pet'Syaralan permohonan IZio Mendirlkan Bangunan (1M_B) dan pernohon.lingkungan dan keblalngan, bahaya kebakaran sena menjaga keseraslan IIngkungan 
Nlka seluruh persyaralan pernohon telah dlpenuhl, maka5 dlberikan bukti penerimaan.antar' bangunan yang dlper1<enankan adalah minimum 2,50 meter dan makslmum 10 metl 
~Setelah pel"$yaratan pemohon diterima, maka diadakarfl SUMly l8pangan oleh Dinas Peke~aan 

Umum dan Pemubtlngan. 
Dalam jangka waklu 2 (dua) han setelah dilakukan s~rvey lapa~gan sebagaimana dimaksudBaglan KeUml 
~a ayar (3) ditelapkan besamya (embusi yang wajib d~lbayarkan.P,rsyaratan Ekologll 

PIlll113 

Mendirikan bangunan atau pemukiman tidak diper1<enankan pada kawasan yang dito'
 
fungsi Hndung atau kawasan penyangga.
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1.00 
1.50 
3.00 
5.00 
8.00 

2.50 
2,50 

3.00 
3.50 

1.00 
1.00 

·1'.00 
1.00 
2.00 
2.00 

Koefisien 

KoefisienGuna Bangunan 

ilngk.at Bangunan 

No 

1. I Lantai Semen Biasa 
2. I Lantai Keramik I dinding keramik alau sejeriisnya 
3. Memiliki jalan untuk kegiatan bongkar muat 

9 

No I FasUitas Bangunan 

1. Bangunan Soslal 
, 2. Sangunen Pervmahan 

3. Bangunan Fasillias Umum 
4, Bangunan Pendldikan 
5. Sangunan Kelembagaan I kantor 
6. I Sangunan Perdagangan dan jasa (Toko, Kios, Wartel, I' 

BengkeL Rumah saklt) 
7. IBangunan Industri ' 
8. Bangunan Khusus (Hotel. Villa, Cottage. Pompa Bensin,'1 

GUd&19, dsb)' I 
9. IBangunan Campuran (Ruko, Cold Siorage, Show Room) 
10. Bangunan Laln.lalonya 

d. Koefisien Fasititas eangunan 

: 1. Bangunan 1lanlai 
:~: 2. Bangunan 2 lanlai 
~. 3. Bangunan 3lantai 
. 4. Bangunan 4 lanta! 

5. Bangunan 5 lantai ke alas 

~, Koefisien Guna 6angunan 

No Luas Bangunan Koen~h 
~. 

t Banglman dengan luas sid 65 m2 (Udak termasuk 0,50 

I 2. 
TokolRuko) 
Bangunan dens'an luas 65 m2 sid 100 m2 1m: 3. , Bangunan dengan luas 100m2 sId 200 m2 2.004, Bangunan dengan luas 200 m2 sId 300 m2 , 3.50

S. Bangunan dengan luas 300 m2sId 500 m2 5.006. Bangunan dengsn luas 500 m2sId 1,000 rIlz 6.50
7. Banguna" dengan luas 1.000 m2 sId 1.200 m2 8.008. Bangunan dengan luas 1.200 m2 sId 1.500 m2 9.50
9. Bangunan dengan luas dialas 1.500 m2sid 2.000 m2 10.00 

a. Koefisien Luss Bangunan 

Pasal19 

8 

P,asal1B 

(1lBesamya koefisien bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal18 dltetapkan seollg 

t I) Tingkal Penggunaan jasa 1MB diukur dengan rumus yang didasarkan pada jenls 
faktor luas bangunan. tIngkat bangunan. guna bangunan, fasilitas bangunan 
bangunan; 

(2) Faktor·faktor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan bobot dalam benluk n 
(3) TIngkat pengunaan jasa izin mendirikan bangunan (1MB) untuk bangunan yang dlblj' 

oleh, pemerintah dan lainnya yang tidak diukur dangan rumus sebagaimana dllt' 
ayal(1) diletap~an masing-masing 2% dan rencana anggaran blaye (RAB) bangun 

Koefislen 

1.00 
1.50 
2.00 
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a. Koeflslen Konstruksi Bangunan 

No	 I Konstruksl Bangunan 

1.	 I Konstruksl Kayu (Rumah 'Panggung, Dinding. Papan. dan
 
sejenlsnya)
 

2.	 Konstruksl Beton Blasa ( Udak bertulang)\ 
3.	 Konslruksi Beton Bertulang 
4.	 Konstruksl Rangka BaJa: 

a. Bangunan Campuran (Ruko, Show Room, Cold Storage)
 
b.~anaunan la!n
 

(2) Tlngkat penggunaan Jasa dihitung sebagai perkalian nilai koefisien-koefisien soh

se

Bm 

c.

d, 

B. 

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.

j.
k.

:. l. 
m. 

o. 

p. 

q.

r. 
s. 

dJmaksud' pada ayat (1) hurut (a) dengan hurufd (e). 
(3)	 Obyek bangunan lalnnya ya(lg tidak diatuf berdasarkan koefislen dlh'\enakan retribusi 

anggaran 

BABVl
 
PRINSIP DAN SASARAN DAl..AM PENETAPAN
 

STRUKTUR DAN BESARNYATARIF
 

Pasal20 

(1)	 Prlnslp dan sasaran dalam penelapan 'struktur dan besamya larif retribusi didasiH 
lujuan untuk menutup sabaglan amu sama dengen biaya penyelenggaraan pemberian 

(2)	 Blaya seba,galmana dlmaksud pads ayat (') meliputi survey lapangan dan biaya 11 
dalam rangka pengawBsan dan pengendalian. 

BAB VII 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARiF RET'RJBUSJ 

Pasal21 

(1)	 Untuk memperoleh Izln Mendirikan Ban~unan (1MB) dikenakan Tant Rebibusi. 
(2)	 Besamya tarit sebalmana dlmaksud pade ayat (1) ditetapkan maslng-masing
' berlkut: 

8.	 Membangun bangunan permanen ditetapkan sebesar Rp. 400.000.· per izin X
 
(Luas Sangunan X Tlngkat Bangvnan X Guna 'Bangunan X Fasililas
 
Konsll1Jksl Bangunan )
 

b.	 Membangun Bangunan Semi Permanen Umum ditetapkan sebesar Rp. 200. 
XKoefisien (luas Bangunan XTIngkat Bangunan XGuns Bangunan XFasilitas 
XKonstruksi Bangunan) 

Membangun Ba~gunan Semi Permanen berbentuk Rumah Adat (ButonlWakalobl dan lain

lain) ditetapkan sebesar Rp. 300.000.- per Izln X Koeflslen (Luas Bangunan X Trngka:
 
Bangunan XGuns Bangunan XFBsilitas Bangunan X Konslruksi Saogunan)
 
Membangun Bangunan Pemerintah, Swasta,Perumahan, Badan Usaha ditelapkan 2 \ oa~,
 

jumlah an9garan atau berdasarkan Rencana Anggaran Bieys (RAB) proyek ditetapkan.
 
Tar;jf ,bangunan lain yang tidak diukur sebagalmana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi !:t

2% dari total anggeran.
 
Janis Sangunen sebagaimana dimaksud pade eyat (3) adalah sebagai berikut :
 

Taruf illn membangun untuk mengubah konstruksl bangunan di$esual~an dengan arah
 
perubahan bentuk bangunan;
 
Pembangunan Pelabuhan Khusus Lokel, Dermaga dengen konstruksl timbunan. pancang
 
dan saJenisnya;, '
 
Pembangunan Irehabllilasi jembatan, dueker dengan konstruksl ,beton sesuai dan
 
sejenisnya;
 
Membangun Jelen Arterl, Kolektor, Lokal, Jalan Usaha Tanl dan sejenisnya dengan
 
'konstruksi pembuatan badan jalan, pengerasan, pengaspalan, pelebaran dan segala
 
fasililasnya;
 
Membangun Lapangan Udara yang dlkelolah oleh Swasta dengan konslJlJksi,beton dan
 
seJenlsnya:
 
Pembangunan Tanggul Pengaman baik sungal, danau, laut dan sejenlsllya unbJk semus
 
basaran dan fasUitasnya; ,
 
Pemban§unan bendungan, waduk, saluren primer, sekunder dan tarsier dan sejenisnya
 
untuk semua besaran dan fasilitasnya:
 
Pembangunan fasilitas olah raga" yang berupa lapangen bola, golf dan sejenlsnya:
 
Reklamasl pantal, sungal, rawa, denau dan seJenlsnya untuk semus besaran dan
 
sejenisnya;
 
Pembangunan perplpaan atau Jaringan Air Bersih;
 
Pembangunan pengaman panlal dan perbalkan' muara Bungal dan sejenisnya dan semua
 
fasiUtas pendukung lalnnya;
 
Pembangunan tempal pembuangan akhlr sampah dan sejenisnya;
 
Pembangunan fasilitas pengolah IImbah domestik padal, calr dan sejenisnya untuk semua
 
besaran;
 
Pembangunan Pembangklt Ll.strl Tenaga Diesel, Air. Uap, Panas Bumi Gelombang Laut
 
arus pembangunan Jarlngan dlstrlbusl dan transmlsl lJalTik "dan telepon dan sejenisnya
 
untuk Bemua besaran:
 
Membangun pembangunan InstalasI pertambangan dalam ,bentuk apaplJn untuk semua
 
besaran;
 
Pembangunan KUang Mlnyak UPG,. LO,G, SQlar, Aftur, Pelumas, Depot SPBU, SPBB dilaut
 
dan sejenlsnys serta fasl1ltas laJnny.a;
 
Pembangunan Taman Rekreasl dan kawasan pariwisata daI1 ae;enisnya unlJJk semua
 
besaran;
 
Pembangunan Instalss! Induk apapun daR samua;
 
Pembangunan senltal Telepon OlomallTower, Seluler, beserta se.luruh fasililaSnya induk
 
uhluk ser'nus besaran.
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...AS VIII 
TATA CA.RA PEMUNGUTAN DAN PEMBA.YARAN RETRIBUSI 

Pasal22 

(I)	 Pemungulan Retribusi IM~ tidak dapal diborongkan; 
(2)	 Retribusi dipungul dengqn menggunakan Sural Kelelapan Retribusi Daerah (SKRD)

dokumen lain yang dipersqmakao, 

Pasal23 

(1)	 Pembayaran Retribusi fME\ dilakukan secara penuh (lunas); 
(2)	 Tata cara pembayaran, ~yeloran, lempat pembayaran relribusi diatur oleh Kepala Door~, 

Palal '2Ji 

(I)	 Pengeluaran Sura~ Teg\uran/peringa~an/sural lain yang sejeni,s sebagai alai "!i 

pelaksanaan penaglhan re\tribusl dikeluarl<an 7 (tujuh) hart seJak dlm\Jlalnya keglatan; 
(2)	 Delam langka waktu 7 (l1:lJJuh) hari satelsh tanggal sural teguranfperingatan/suHlI 1_, 
, sejenls wajlb relribusl haN\s melunasl retrlbusl yang laNtang; 

(3)	 Setelsh teguran terakhlr ttidak diperhaUkan maks dikenakan admlnistrasi dan sank "'.< 

berupa penghentian semer!nlara keglalan dan I penyegelan bangunan dan I atau po",
bangunan alas izin pengadjllan. 

BABIX 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal25 

(I)	 Dalsm hal waJib retribusi I tidak membayar lepat waktunya dan atau lngkar janjl," 
diatur pada pasa120, dlkennakan sanksl berupa bungs 2%(dUB persen) seUap bulM 
rebibusl terutang;	 . 

(2)	 Dalam J~ka walttu 6 (enoam) bulan setelah dltertibkannya 1~8 tanpa, dimulClI. 
atau bagl 1MB yang Ielah ddllertitkan tidak sesual dengan lokasl yang dlmohon 
~uai dengsn data fislk bbangunan Ilapangan maka 1MB pennohonan I yang 
dlnyalakan balal dengan ~ndirinya dan I atau dicabut 

(3)	 Dalam hal wajib retrlbusl Udidak mengindahkan Peraturan Oaerah ini selelah di .' 
I leguran oIeh Oinas PU I dan Pemubungan, maka dapat dilakukan tindaki
 
dimaksud pasal27 ayat (3h),
 

A 
KETEN'JUAN PIDJ4NA 

ptaaal26 

:(1) Wajib Retribusl y:ang Udak melaksanakan JkewaJiban sebagaimana dalam pasal21 dan pasa125, 
sehingga merugllkan keuangan daerah dl,ancam pidl8na kUNngan paling lama 6 (8Oam) bulan 
dan I slau denda paling banyak Rp. 5.000,1000.- (Iimalluta rupiah) kali jUmiah retritxJsi; 

,~) TIlldak pldana selbagaimana dlmaksud padla ayal (1) ,adalah pelanggaran. 

E:SABXJ 
PE~Y1DIKAN 

p/·I.,27 

.PeJabat Peagwal Nager! Slplllertentu dllln~kungan Pemerinta/1 Daeran Oibeli wewenang khusus
 
,aebagal penyldlk wntuk melakukan penyldlkkan tindak pldana dibidang Rebibosi Daefah,
 
,~ewenang penyl<illk aebagafmana dlmakau~d pada 8yet (1) adalah :
 
,:a~Menerlma, menceri, mengumpulkan' dan menellti keterangan atau Iapocan berltenan
 

dengen tind8lk pldana dibldang Relri~buSi Daerah agar kelerangan alBu laporan tersebul 
menJadlleblhi lengkap dan jelas; , 
Meneijma, manesrl dan mengumpulk~an ket8rangan mengenai orang pribadi stau badsn 
tenlang kebelnsran perbuatan yang dll,ilakukan sehubungan dangen tindak pidana Retribusi 
Dasrah; 
Mamlnla ketelrangan dan bahan buktt ti darl orang slau badan sehl:lbungan dengan tindak 

. pldana dlbldamg Retrfbusl'Oaerah; 
Me~rtksB bwku-buku, catalan-catatann dan dokumen-dokumen lain yang berXeoan dengan 

';,"tind,ak pldana ,dlbldang Retribusl DaeraJilh; 
l' Melakukan penggeledahan untuk menfldapatkan barang bukti pembukuan, penca,tatan dan 

dokumen-doklumen lain serta melakuk&an penyltaen ternadap barang bukti tersebul 
• ~emlnla banbUan lanaga ahll dalam raJllIlgka pelakaanll8fl tugas penyidikan tindak pidana di 
iSldang Retrlbwsl Daerah; 

"'Menyuruh berthenU dan atau meJarang • sesecnng menjnpkan ruangan &tau lBmpat pada 
sal pemeriks!Ban sedang bertangStlnglg dan memeriksa ideotitas ormg dan atau doIcumen 
:W19 dlbawah ;sebagalmana dlmaksud ppads huNt e; 
&molret seseoral19 yang befUItan ~ tindak pIdana d 8ldlr1g Retrtosl Oaerah; 
,e,manggll Orlsl19 untuk dldengar keteterangann)'8 dan diperiksa seOagaIlBrsangka atau
 
IJssl;
 
t.nghentikan Ipenyldikan;
 
I~kukan tinafakan laln yang per1u. un~nbJk keIancanIl peo)'idikallindak J:*jana di Bidang
 
i.!ribusl Oaenah menurul hukum yang d dapat di~ungjawabkan.
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- r _t1yidi~ FejtWdi I\ul 
Nagara Republik Indonesia seSl.:8' cleng8~ k.etenluan yang djatur da!sm Undang.llf 
Nomor 8Tahun 1981tentan Hukum Acara Pldana. 

BASXJI
 
KfTENTUAN PENUTUP
 

Pasal28 

Hal·hal yang belum dlalur dalam PerallJran Daerah inl sepanjang mengenal pelaksanaannYi.l 
diann dan ditetapksl'llebih lenjut dengan Peraturan Kepala Daaran. 

Pasal19 

Peraturan Daerah inl mulai berlaku sejak Tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daur 
dengan penempatannya dalsm Lambarsn Daerah Kabupaten Wakatobi. 

DitelBpkan di' Wanui • 
Pada langgal 21 Desembl)r 

BUPATI WAKATOBI, 

CapfTtd 

SARIFUODIN. SAFAA 

Diundangkan dalsm Lambaran Daerah Kabupaten Wakatobi 
pada ~9~12J Desember 2005 

,~)\M.. ;KABUPATEN WAKATOBI
 
AHU~ct , .. SERI C
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